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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada halaman beriku: 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab 
 
 
Nama 
 
Huruf Latin 
 
Nama 
ا Alif Tidakdilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa S Es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح Ha‟ H Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha‟ Kh Kadan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z Zet(dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Za Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Esdan ye 
ص Sad S Es (dengan titik di bawah) 
ض Dad D De (dengan titik di bawah) 
ط Ta T Te (dengan titik di bawah) 
ظ Za Z Zet(dengan titik di bawah) 
ع „ain „ Apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi  
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El  
م Mim M Em 
xi 
 
ن Nun N En  
و Wawu W We  
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ‟ Apostrop 
ي Ya‟ Y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
 
 
Nama 
 
Huruf Latin 
 
Nama 
 
Tanda 
 fathah a a  َا 
kasrah 
 
i i  َا 
dammah u u  َا 
Nama 
 
Huruf Latin 
 
Nama 
 
Tanda 
 
fathahdanya ai a dan i  َْىـ 
fathahdanwau au a dan u  َْوـ 
xii 
 
 Contoh: ََفـْيـَك : kaifa 
  ََلَْوَـْ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
 
 
 
 
 
 Contoh: ََتََاـي : mata 
    يـَيَر: rama 
  ََمـْيِـق : qila 
  َُتَُْوـًَـي: yamutu 
4. Ta’ marbutah 
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau 
mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: َِلاَفْطَلأاََُةـَضْوَر :raudah al-atfal 
Nama 
 
HarkatdanHuruf 
 
fathahdanalifa
tauya 
ىَْْ...ْ|ْاَْْ... 
 
kasrahdanya 
 
ىــْ ِ  
 
dammahdanw
au 
وـُــ 
 
HurufdanTan
da 
a 
i 
u 
Nama 
 
a dan garis di atas 
 
idangaris di atas 
 
udangaris di atas 
 
xiii 
 
َُةَهــِضَاـفـَْناََُةَـُـْيِدـ ًَ ـَْنا: al-madinah al-fadilah 
َُةــ ًَ ـْكـِْحـَنا : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid ( َّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: ََاَُـّـبَر : rabbana 
ََاُــَْيـّجَـ  : najjaina 
َُّقـَحْــَنا : al-haqq 
َُّجـَحْــَنا : al-hajj 
ََىِــُّعَ : nu“ima 
 َوُدـَع : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(َّيِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 
Contoh:  َيِـهـَع : „Ali (bukan „Aliyy atau „Aly) 
 َيِــبَرـَع : „Arabi (bukan „Arabiyy atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َ لا(alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh: َُسـ ًْ َـ ّ ّشَنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
xiv 
 
َُةَــنَزْــن َّزَنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
َُةَفـسْهَـفْــَنا : al-falsafah 
َُدَلاِـــبْــَنا  : al-biladu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: ٌََ ْوُرـُيَأـت: ta’muru>na 
َُءَْوّـُْــَنا : al-nau’ 
 َءْيـَش : syai’un 
َُتَْرـِي ُّ َُأ: umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan 
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  
Contoh: Fi Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
xv 
 
Contoh: 
َِاللَ ٍُ ْـيِد     dinullah َِاللَِاِب     billah   
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t].  
Contoh: 
َُْـَِاللَِة ًَ ْـــحَرَِْيفَْى hum fi rahmatillah 
10. HurufKapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR).  
Contoh: Wa ma Muhammadunillarasul 
Innaawwalabaitinwudi‘alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan 
Syahru Ramadan al-laziunzilafih al-Qur’a>n 
Nasir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al-Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
xvi 
 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu> 
(bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  
Contohnya: 
 
 
 
 
B.  Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
KUHP  = Kitap Undang-Undang Hukum Pidana 
UUD  = Undang-Undang Dasar 
KHI  = Kompilasi Hukum Islam 
KUA  = Kantor Urusan Agama 
SKUM  = Surat Kuasa Untuk membayar 
swt.  = Subhanau wa ta‟ala 
saw.  = Sallallahu „alaihi wa sallam 
QS…/…:… = Q.S. Adz Dzariyaat/ 51) : 49), QS Al-Baqarah ayat 282 
 
Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu 
al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad 
Ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: 
Zaid, Nasr Hamid Abu) 
xvii 
 
Untuk karya ilmia berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 
َص = ةحفص 
َود = ٌاكيٌَودب 
َىعهص = ىهسَوَّيهعَاللَيهص 
َط = ةعبط 
ٌَد = رشاٌََودب 
َخنا = َََِرخاَينا \ َاْرخاََينا  
َج = ءزج 
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Nama :  Hasrul 
Nim :  10400111018 
Judul   :  Proses Penyelesaian Cerai Dengan Alasan Berzina Menurut UU 
No 7 Tahun 1989 Ditinjau dari Hukum Islam 
 
 Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Proses Penyelesaian Cerai Dengan Alasan 
Berzina Menurut UU No 7 Tahun 1989 Ditinjau dari Hukum Islam, pokok masalah tersebut 
selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa sub masalah, yaitu 1) bagaimana Pandangan Hukum 
Islam Tentang Perzinahan? 2) Bagaimana Sangsi-Sangsi Perzinahan Yang Diterapkan Dalam 
Hukum Islam? 3) Bagaimana Proses Penyelesaian Cerai Yang Disebabkan Oleh Perzinahan. Jenis 
penelitian ini tergolong kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan syar’i. 
dalam pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan. Teknik yang penulis gunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (Library Research), maka sudah dapat 
dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang 
diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literature, baik yang bersifat 
primer maupun yang bersifat sekunder. Setelah melakukan pembahasan mengenai Proese 
Penyelesaian Cerai Dengan Alasan Bercerai Menurut UU No 7 Tahun 1989 Ditinjau dari Hukum 
Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam mengharamkan perbuatan zina tanpa 
membedakan status pelaku zina, baik yang melakukan itu belum ataupun sudah terikat dengan 
perkawinan yang sah.  
Adapun Delik perzinaan  ditegaskan dalam al-Qur’an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku 
zina yang belum menikah (ghairu muhsan) didasarkan pada ayatal-Qur’an, yakni didera seratus 
kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti 
melempari batu. Proses penyelesain perkara zina sesuai dengan hukum Islam yakni harus 
menghadirkan empat orang saksi benar-benar menyaksikan peristiwa zina yang dilakukan oleh 
seseorang yakni berada dalam tertangkap basah sedang berhubungan kelamin secara fisik dan 
biologis. Perbuatan zina tidak dapat didasarkan dari suatu konklusi apalagi berupa kesimpulan 
yang ditarik berdasarkan dugaan dari suatu keadaan dan peristiwa. Adapun Majelis Hakim dalam 
memutuskan perkara putusan Undang-Undang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Hakim sudah melihat bukti-bukti dan berpendapat bahwa 
bukti-bukti tidak menunjukkan adanya perzinaan sehingga hakim menolak gugatan dari 
Penggugat.  
Implikasi penelitian ini adalah penulis menyarankan kepada setiap orang yang sudah 
berumah tangga, agar menjaga keutuhan rumah tangga, menjalin komunikasi yang baik antara 
suami dan istri agar tercapainya rumah tangga sakinah, mawaddah dan warrahmah. Perlu adanya 
penyempurnaan KUHP mengenai perzinaan karena maraknya perzinaan akibat dari kurang 
tegasnya KUHP hanya mengatur pelaku zina yang sudah terikat dengan akad nikah, yaitu kasus 
perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga. Perlu adanya sosialisasi melalui ceramah agama 
dan pengajian sebagai media sosialisasi berkenaan dengan hukum kekeluargaan yang ditujukan 
kepada masyarakat luas.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, karena 
perkawinan merupakan keinginan dari seorang laki-laki dan perempuan untuk 
memulai hidup bersama untuk memperoleh keturunan yang sah sehingga 
membentuk keluarga yang bahagia. Adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 
tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) berarti 
terciptanya kepastian hukum dalam bidang perkawinan bagi seluruh masyarakat 
Indonesia. Dengan adanya  Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu 
kesatuan hukum tentang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku bagi 
semua warga negara1, yang terdiri dariberanekaragam suku, golongan dan agama 
tersebut harus tunduk kepada satu hukum perkawinan yang berdasarkan Undang-
Undang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 
tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.2 
Perkawinan juga merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria 
dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari 
kehidupan bersama suami isteri tersebut karenaSetiap orang menghendaki agar 
perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi 
tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan 
sebuah perceraian, tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan 
                                                             
1
 Sri Sosilowati Mahdi, et al, Hukum Perdata (Suatu Pengantar), cet 1, (Jakarta : Gitama 
Jaya, 2005), h.45. 
2
 Subekti R, dan Tjitrosudibio R, terjemahan kitab undang-undang hukum perdata, pasal 
1, cet 28, (Jakarta :Pradnya Paramita, 1996), h. 214. 
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cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya 
secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih 
untuk membubarkan perkawinan. 
Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung 
jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, 
dan rahmah. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya 
maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan 
mengembalikannya kepada yang hak, tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi 
krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa 
perceraian. 3 adapuntujuanperkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal.Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi 
agar masing-masingdapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan 
mencapai kesejahteraanspiritual dan materil4 
Perkawinan sesuatu yang sakral antara suami dan istri, dalam menjalani 
suatuperkawinan tidaklah mudah banyak hal dan masalah-masalah yang harus 
dilalui butuh kesabaran untuk menghadapi itu semua.Antara laki-laki dan wanita 
yang melangsungkan perkawinan pastinya mempunyai tujuan untuk hidup 
berumah tangga sampai akhir hayat, diharapkan agar tidak terjadi pemutusan 
ikatan, kecuali karena kematian.Pasal 33 Undang-Undang perkawinan 
menyebutkan bahwa :“suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia 
memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”. Akan tetapi jika 
timbul masalah didalam kehidupan berumah tangga yang berbeda prinsip maka 
                                                             
3
 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, 2004, h. 
26. 
4Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.163 
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hal tersebut pasti akan membuat kegoncangan didalam rumah tangga tersebut 
yang berujung pada perceraian.5 
Dalam hukum Islam perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji 
sehingga harus dihukum dengan berat karena merusak sistem kemasyarakatan dan 
mengancam keselamatannya.Zina merupakan pelanggaran atas sistem 
kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat, 
adapun salah satu faktor terjadinya perceraian yaitu akibat perselingkuhan yang 
berujung pada perceraian, membolehkan zina berarti membiarkan kekejian dan 
hal ini dapat meruntuhkan masyarakat.6 
Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau 
tuntutansalah satu pihak dalam perkawinan itu.Putusnya perkawinan karena 
kematian dengan sendirinya memutuskan ikatan perkawinan bagi pasangan suami 
isteri tersebut, sedangkan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian dan 
karena putusan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah 
pihak.Oleh karena itu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 
kekal, bahagia, dan sejahtera.Maka undang-undang ini menganut prinsip 
mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada 
alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan. 
Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga Peradilan Khusus 
merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelesaikan 
sengketa yang muncul dikalangan orang-orang yang beragama Islam. Dalam pasal 
49 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 
Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Peradilan Agama memiliki 
                                                             
5Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.163 
6
 Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam. Jakarta. Sinar Grafika. 2005, h.4. 
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wewenang terhadap persoalan yang menyangkut dengan perkawinan, kewarisan, 
wakaf, shadaqah, wasiat, hibah, dan sengketa di bidang Ekonomi Syari’ah. 
Kekuasaan Pengadilan itu diatur dalam Bab III pasal 49 sampai dengan 
pasal 53 UU No. 7 Tahun 1989, dan di dalam ketentuan pasal 49 dinyatakan : 
(1)   Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang a. Perkawinan; b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang 
dilakukan berdasarkan hukum Islam;, c. Wakaf dan shadaqah. 
(2)   Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf 
a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai 
perkawinan yang berlaku. 
(3)   Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b 
ialah penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing 
ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. 
Salah satu cakupan kekuasaan absolut Pengadilan Agama adalah bidang 
perkawinan.Kekuasaan badan peradilan di bidang tersebut semakin bertambah, 
terutama sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Menurut penjelasan pasal 49 
ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang 
diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain adalah : 
(1)        Izin beristeri lebih dari satu orang; 
(2)        Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 
tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada 
perbedaan pendapat; 
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(3)        Dispensasi kawin; 
(4)        Pencegahan perkawinan; 
(5)        Penolakan perkawinan oleh PPN; 
(6)        Pembatalan perkawinan; 
(7)        Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri; 
(8)        Perceraian karena thalaq; 
(9)        Gugatan perceraian; 
(10)    Penyelesaian harta bersama; 
(11)    Mengenai penguasaan anak; 
(12)    Ibu dapat memikul biaya pemeliharan dan pendidikan anak 
bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya; 
(13)    Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami 
kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri; 
(14)    Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; 
(15)    Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 
(16)    Pencabutan kekuasaan wali; 
(17)    Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal 
kekuasaan seorang wali dicabut; 
(18)    Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup 
umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan 
wali oleh orang tuanya; 
6 
 
(19)    Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah 
menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya; 
(20)    Penetapan asal usul seorang anak; 
(21)    Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk 
melakukan perkawinan campuran; 
(22)    Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang 
lain; 
Dari 22 perkara tersebut, terdapat enam perkara yang relatif cukup besar 
diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama, 
dua perkara perkawinan dan empat perkara perceraian.Perkara perceraian tersebut 
meliputi penetapan izin ikrar thalaq, ta’lik thalaq, fasakh, dan perceraian. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka sebagai pokok masalah yang 
dapat saya angkat dalam penulisan ini yaitu: 
1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perzinahan 
2. Bagaimana Sangsi-Sangsi Perzinahan Yang Diterapkan Dalam 
Hukum Islam 
3. Bagaimana proses penyelesaian cerai yang disebabkan oleh 
perzinahan. 
C. Defenisi Operasional  
Adapun judul skripsi ini adalah Proses penyelesaian cerai dengan alasan 
berzina menurut UU.7/1989 ditinjau dari hokum islam. Untuk menghindari 
terjadinya penafsiran yang keliru bagi pembaca dalam memahami judul skripsi 
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ini, maka penyusun merasa perlu untuk memberikan penjelasan terhadap beberapa 
kata yang dianggap penting antara lain:  
1. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan 
keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak 
akan dapat hidup rukun  lagi sebagai suami isteri7. 
2.  Zina adalah hubungan kelamin lelaki dan perempuan dengan cara yang tidak 
sah menurut hokum islam, yang akan mendapatkan amcaman berat dari 
Allah.8 
3. Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang 
daya penggunaannya pada masa tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat 
sebagai jaminan dari kepentingan-kepentingan  bersama dan jika dilanggar 
menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran 
itu.9 
D. Tinjauan Pustaka 
Mengingat betapa menariknya diskursus tentang perceraian yang 
diakibatkan oleh perzinahan, tentu tidak banyak karya ilmiah yang telah 
membahasnya. Maka dalam menyusun skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan 
melakukan telaah pustaka, dengan menelaah buku-buku atau karya ilmiah lain 
agar tidak terjadi duplikasi dengan skripsi penulis. 
Adapun buku-buku atau referensi yang bersentuhan dengan pokok 
pembahasan ini, antara lain: 
Sri Sosilowati Mahdi. Dalam bukunya yang berjudul, “Hukum 
Perdata”.Dalam buku ini beliau menjelaskan tentang Undang-Undang Perkawinan 
                                                             
7Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan UUP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan, (Yogyakarta:Liberty, 1982),  h. 12. 
8Hussein Bahreisy, Kuliah Syari’at, Cet. 1, (Surabaya : Tiga Dua, 1999), hlm. 311. 
9
 Wiryawan hadi, dasar-dasar hokum di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 
2. 
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merupakan suatu kesatuan hukum tentang perkawinan yang bersifat nasional yang 
berlaku bagi semua warga. 
Subekti R, dan Tjitrosudibio R. Dalam bukunya”terjemahan kitab undang-
undang hukum perdata”.Dalm buku ini beliau menjelaskan bahwa Perkawinan 
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 
isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Soemiyati.Dalam bukunya yang berjudul,“Hukum Perkawinan Islam dan 
UUP”.Dalam buku ini belia menjelaskan mengenai percaraian merupakan iktan 
yang sacral. 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam metode ini peneliti menggunakan metode  bentuk pengumpulan 
data melalui kepustakaan (Library research). Secara defenitif, library research 
adalah penelitian yang dilakukan diperpustakaan dan peneliti berhadapan berbagai 
macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan 10 . 
Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan 
akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau 
kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut diatas. 
2. Metode Pendekatan 
a. Pedekatan Yuridis yaitu pendekatan yang bertolak pada peraturan 
dan norma serta nilai-nilai budaya dan hukum yang berlaku, artinya 
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini akan dirujuk kepada peraturan 
dan norma serta nilai-nilai budaya dan hukum yang berlaku. 
                                                             
10Masyhuri dan M. Zainuddin, Metodelogi Penelitian(Bandung: Refika Aditama, 2008), 
h. 50. 
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b. Pendekatan historis yaitu mempelajari masalah dan peristiwa yang 
terjadi pada masa lampau yang berhubungan dengan permasalahan yang telah 
lampau akan dicari letak relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas 
dalam penelitian ini. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Dalam metode ini peneliti menggunakan metode  bentuk pengumpulan 
data melalui kepustakaan (Library research). library research adalah penelitian 
yang dilakukan diperpustakaan dan peneliti berhadapan berbagai macam literatur 
sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Kemudian dengan cara 
mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca 
dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan 
dengan pembahasan tersebut diatas. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian 
adalah subyek dari mana data diperoleh.11Adapun beberapa sumber data yang 
peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 
a. Sumber data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari data primer yaitu, subyek 
penelitian secara langsung pada obyek sebagai sumber informasi yang 
dicari.12Adapun yang menjadi data primer didalam penelitian ini adalah tinjauan 
hukum islam tentang perceraian yang diakibatkan oleh perzinahan. . 
b. Sumber data sekunder 
Sumber sekunder adalah sumber data penunjang penelitian yang diperoleh 
dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian.Data sekunder diperoleh dalam 
                                                             
11ArikuntoSuharsimi, Prosedur Penelitian: Satu Pendekatan Praktek, h. 114. 
12Semardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 74. 
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bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan buku-buku literatur.13Rujukan 
semisalnya yang secara langsung maupun tidak membahas permasalahan yang 
menjadi rumusan masalah didalam penelitian ini. 
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam menganalisis materi dari data yang dituliskan, penulis 
menggunakan beberapa metode yaitu: 
a.  Metode Deduktif, yaitu dengan memperhatikan dan menguraikan 
permasalahaan mengenai tinjauan hukun islam tentang cerai yang diakibatkan 
oleh perzinahan dalam UU.7/1989, lalu dianalisis untuk mencari kesimpulan 
yang berlaku secara khusus. 
b.  Metode Induktif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk 
menguraikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum islam tentang UU.7/1989 
tentang penyelsaian cerai yang di sebabkan oleh perzinahan, lalu dianalisis 
untuk mencari kesimpulan bersifat umum. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui Pandangan hukum Islam Terhadap Perzinahan 
b. Untukmengetahui Bagaimana Sangsi-sangsi perzinahan yang 
diterapkan dalam hukum Islam 
c. Agar dapat mengetahui proses penyelesaian cerai yang di sebabkan 
oleh perzinahan.  
                                                             
13Uma Sukarna, Metode Analisis Data(Jakarta: Kencana, 2007), h. 26. 
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2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan menambah wawasan pikiran pembaca, khususnya bagi 
seluruh mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum,  Umumnya seluruh 
mahasiswa uin alauddin makassar. 
b. Kegunaan Praktis 
Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sumber 
informasi mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan dari perzinahan 
tersebut. 
G. Sistematika Pembahasan 
Sebelum menuju kepada pembahasan secara terperinci dari bab ke bab dan 
halaman ke halaman yang lain, ada baiknya jika penulis memberikan gambaran 
singkat sistematika penulisan yang akan disajikan. Sebab dengan demikian 
diharapkan dapat membantu pembaca untuk menangkap cakupan materi yang ada 
di dalamnya secara integral. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut: 
Bab I Merupakan pendahuluan dimana terdiri dari latar belakang masalah, 
rumusan masalah, definisi operasional dan ruang lingkup pembahasan untuk 
mendapatkan pengertian yang jelas dari judul yang dimaksud didalamnya, 
diuraikan pula kajian pustaka, metodologi penelitian yang digunakan, tujuan dan 
kegunaan dari penelitian ini, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang 
berupa alur atau urutan pembahasan penelitian. Semua hal diatas merupakan 
kerangka awal dalam pembahasan selanjutnya. 
Bab II Merupakan tinjauan umum yang di dalamnya membahas mengenai 
perceraianyang meliputi, pengertian perceraian, sejarah perceraian, dasar hukum 
perceraian. 
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Bab III Membahas mengenai tinjauan umum tentang perzinahan dalam 
hukum islam 
Bab IV Pandangan Hukum Islam terhadap proses penyelesaian cerai 
dengan alasan berzina menurut UU.7/1989 
Bab V Merupakan penutup atau akhir yang di dalamnya dikemukakan 
kesimpulan yang berfungsi menjawab pokok permasalahan dan sub-masalah yang 
telah dikemukakan. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN 
 
A.  Definisi Perceraian 
Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, 
kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak 
kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.  
Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat 
ketentuan fakultatif  bahwa “Perkawinan dapat putus karena Kematian, perceraian 
dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya 
perkawinan, yang mengakibatkkan putusnya hubungan sebagai suami istri.1 
Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak 
terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. Sesuai dengan asas 
perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah 
membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena 
perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan 
tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar 
suatu perceraian yang memutuskan perkawinan2. 
Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan 
oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdsarakan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 
                                                             
1
 Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian : Palembang : Sinar Gravika, 2012 Hal. 15  
2
 H. Rusdi Malik, Memahami Undang-Undang Perkawinan Jakarta : Penerbit Universitas 
Trisakti, 2010, Hal. 89 
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tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan, 
disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut : 
1.Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar 
disembuhkan.  
2.Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa 
seizing pihak lain dan tanpa alasan yang sah.  
3.Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung  
4.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang 
mengancam jiwa pihak lain.  
5.Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar 
disembuhkam sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. 
6.Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus 
menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.  
 
Menurut KUH Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat 
terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian  
perkawinan adalah sebagai berikut : 
1.Zinah  
2.Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk   
3.Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah 
dilangsungkan perkawinan  
4.Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang 
sumai atau isteri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan 
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keselamatan jiwa atau mendatangkam luka-luka yang membahayakan. Perceraian 
menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau 
tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut 
Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan 
Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri 
menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai 
penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah 
“cerai mati”.3  
Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang 
Perkawinan (pasal39 sampai dengan pasal 41) dan tentang tatacara perceraian dalam 
Peraturan Pelaksana (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik sesimpulan 
adanya dua macam perceraian yaitu : 
1. Cerai Talak  
Istilah Cerai Talak disebut oleh Penjelasan pasal 14 Peraturan Pelaksanaan.  
Dan tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan 
Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.  
Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan 
oleh pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut : 
“ Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama 
Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di 
tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan 
isterinya disertau dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar 
diadakan sidang untuk keperluan itu”. 
                                                             
3
 Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian : Palembang : Sinar Gravika, 2012 Hal. 20 
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a) Selanjutnya dari pasal 15 sampai dengan pasal 18 dapat diuraikan sebagai 
berikut : 
1) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan 
mempelajari surat tersebut. 
2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu. 
Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk 
meminta penjelasan.  
3) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang 
terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula 
bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan 
untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan 
untuk mengadakan siding untukn menyaksikan perceraian itu;  
4) Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-
alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua 
belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang 
dilakukan oleh suami dalam sidang tersebut.  
5) Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan member surat  
keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut ; 
a) Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan di tempat 
perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;  
b) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan 
sidang Pengadilan.4 
2. Cerai Gugat  
                                                             
4
 K. Wantjik Saleh Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976 , Hal. 39 
 
17 
 
 
 
Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan 
lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan  
Pengadilan. Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak  
menamakan hal ini “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan  
suatu gugatan. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian  
diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam  
peraturan perundangan tersendiri.  Peraturan Pelaksanaan dalam Penjelasan pasal 20 
menegaskan sebagai  berikut : “Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh 
seorang  isteri yang  melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh 
seorang suami atau  seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam”. Selanjutnya diatur secara 
terperinci  tentang bagaimana tatacara gugatan perceraian itu oleh Peraturan 
Pelaksanaan  (pasal 20 sampai dengan pasal 36). Dalam cerai gugat diuraikan sebagai 
berikut, dimulai dari : 
a) Pengajuan gugatan 
Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada 
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau 
penggugat.  
b) Pemanggilan  
Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya, dilakukan setiap kali 
akan diadakan persidangan. Yang melakukan panggilan tersebut adalah 
jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). 
Pemanggilan harus disampaikan kepadapribadi yang bersangkuta, yang 
apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang 
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dipersamakan dengannya. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara 
yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka  
c) Persidangan 
Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh 
Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah 
diterimanya urat gugatan di Kepaniteraan. 
d) Perdamaian 
Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, 
Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berpekara. 
Apabila tercapai suatu perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian 
baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah 
diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.  
e) Putusan  
Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang 
tertutup, tapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. 
Kapan suatu perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya 
itu, terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. 
Bagi yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan 
Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi yang 
tidak beragam Islam terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar 
pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.Sebelum diajtuhkan suatu 
putusan, selamaberlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan pihak 
penggugat dan tergugat, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut 
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untuk berpisah berlainan rumah, juga dapat menetukan nafkah yang harus 
ditanggung oleh suami dan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan 
serta pendidikan anak, dan barang-barang yang menjadi hak bersama serta hak 
masing-masing.5 
B. Dasar Hukum Perceraian 
1. SUMBER HUKUM MATERIAL PERCERAIAN  
a. Faktor Ideal  
Pancasila Sebagai Cita Hukum dan Norma Fundamental Negara 
Faktor ideal yang determinan dan menjadi sumber hukum material dan 
menentukan substansi atau isi hukum perceraian dalam UU No. 1 
Tahun 1974 dan peraturan pelaksananya adalah Pancasila  
b. Faktor Kemasyarakatan 
Kebutuhan Hukum dan Keyakinan tentang Agama dan Kesusilaan dalam 
Masyarakat 
Menurut Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan ladasan 
falsafah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, maka UU No. 1 Tahun 1974 di 
satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkadung dalam 
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat 
menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.6 
2. SUMBER HUKUM FORMAL PERCERAIAN 
A. Peraturan Perundang- Undangan Definisi peraturan perundang-undangan 
menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
                                                             
5
 K. Wantjik Saleh Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976 , Hal. 44 
6
 Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian : Palembang : Sinar Gravika, 2012 Hal. 53 
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Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah: “Peraturan tertulis yang 
memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 
ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui 
prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Fungsi 
peraturan perundang-undangan, menurut J.J.H Bruggink, ialah menetapkan 
kadiah atau memberikan bentuk formal terhadap kaidah yang diberlakukan 
kepada para subjek hukum. Secara teoritis, peraturan perundang-undangan 
merupakan istrumen untuk melakukan positivisasi kaidah yang dilakukan oleh 
otoritas yang berwenang.7 
1) Putusnya perkawinan diatur dalam Peraturan perundang-undangan .  
a) Pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang  
Perkawinan .  
b) Pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 199 KUH 
Perdata. 
c) Pasal 113 sampai dengan pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam. 
 
2) Putusan Pengadilan atau Yurispudensi (Case Law)  
Putusan Pengadilan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah sumber hukum 
terpenting setelah peraturan perundang-undangan, sebagaimana terfleksi dari pasal 39 
ayat (1) yang memuat ketentuan imperatifbahwa perceraian hanya dapat dilakukan di 
depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 
                                                             
7
 Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian : Palembang : Sinar Gravika, 2012 Hal. 85 
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berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ini berarti bahwa tidak ada perceraian, jika 
tidak ada putusan pengadilan. Sebaliknya, tidak ada putusan pengadilan, jika tidak 
ada perkara perceraian. 
Putusan pengadilan mengenai perceraian yang diharuskan oleh Pasal 39 UU 
No. 1 Tahun 1974 dapat menjadi yurispudensi, dalam arti jika semua hakim di 
pengadilan menggunakan metode penafsiram yang sama terhadap suatu norma-norma 
hukum perceraian dalam peraturan perundang-undangan dan menghasilkan kejelasan 
yang sama pula serta diterapkan secara terus menerus dan teratur terhadap perkara 
atau kasus hukum perceraian yang berlaku umumyang harus ditaati oleh setiap orang 
seperti halnya undang-undang dan jika perlu dapat digunakan paksaan oleh alat-alat 
Negara supaya hukum perceraian yang dibentuk oleh hakim di pengadilan tersebut 
betul-betul ditaati. Hukum perceraian yang terbentuk dari putusan-putusan hakim 
pengadilan seperti itu dinamakan yurisdpudensi atau hukum dari putusan hakim.8 
B. Berdasarkan Hukum Adat yang bersumber dari Kebiasaan dalam Masyarakat 
(Customary Law) 
Hukum adat yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat yang dipahami 
sebagai aturan hukum tidak tertulis oleh warga masyarakat, adalah faktor determinan 
menentukan substansi atau isi hukum perceraian. Kebiasaan harus berproses secara 
bertahap dan lama, yang terlebih dahulu harus ada perbuatan faktual yang dilakukan 
secara berulang-ulang, untuk kemudian diikuti sebagian terbesar warga masyarakat 
dengan kesadaran dan keyakinan yang kuat bahwa perbuatan factual itu memang 
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 Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian : Palembang : Sinar Gravika, 2012 Hal. 102 
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sesuai dengan pola sikap hidup bersama masyarakat (opinion juris sive necessitaatis), 
barulah kebiasaan itu menjadi hukum tidak tertulis. 
Substansi atau isi hukum perceraian juga dipengaruhi oleh hukum adat yang 
bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan kemasyarakat. 
Sebagai contoh, konsep harta bersama dalam UUNo. 1 Tahun 1974, menurut Subekti, 
didasarkan pola hukum adat. Dalam hukum adat, harta perkawinan lazimnya dipisah-
pisahkan dalam 4 (empat) golongan, sebagai berikut :  
a) Barang- barang Yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau 
penghibahan dari kerabat (famili) masing-masing dan dibawa ke dalam 
perkawinan.  
b) Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas 
jasa diri sendiri sebelum perkawinan. 
c) Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri 
sebagai milik bersama. 
d) Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu 
pernikahan.  
C.  Dampak-Dampak Yang Timbul Akibat Perceraian 
1. Akibat Perceraian Dalam Perundangan 
 Jika kita melihat kembali KUH Perdata (BW) maka disitu dikatakan bahwa 
“Perkawinan itu bubar karena keputusan perceraian dan pendaftarkan perceraian 
karena keputusan perceraian itu harus dilakukan ditempat dimana perkawinan itu 
didaftarkan dan atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu dari mereka. Jika 
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perkawinan dilakukan di luar Indonesia maka pendaftaran perceraian harus dilakukan 
di dalam daftar Catatan Sipil di Jakarta. 
 Apabila pendaftaran itu tidak dilakukan dalam waktu 6 bulan tersebut maka 
hilanglah kekuatan keputusan perceraian itu dan perceraian tidak dapat digugat lagi 
atas dasar dan alasan yang sama (pasal 221)”.  
Pihak Suami atau isteri yang menang karena gugatannya dikabulkan 
diperbolehkan menikmati segala keuntungan dari apa yang telah dijanjikan dalam 
perkawinan itu oleh pihak yang lain, termasuk keuntungan yang dijanjikan kedua 
belah pihak secara timbal balik (pasal 221). Pihak suami atau istri yang dikalahkan 
karena perceraian itu kehilangan semua keuntungan dari apa yang telah dijanjikan 
oleh pihak yang lain dalam perkawinan itu (pasal 223).  
Dengan mulai berlakunya perceraian itu tidaklah langsung pihak yang menang dapat 
menikmati keuntungan itu kecuali pihak yang lain telah wafat (pasal 224). Jika suami 
atau istri yang menang, tidak mempunya penghasilan yang cukup untuk biaya 
hidupnya, maka Pengadilan Negeri dapat menetukan sejumlah tunjangan untuk iu 
dari harta kekayaan pihak yang lain (pasal 225). Kewajiban memberi tunjangan itu 
berakhir dengan meninggalnya suami atau isteri (pasal 227). Setelah keputusan 
perceraian berkekuatan pasti, Pengadilan menetapkan terhadap setiap anak siapa dari 
kedua orang tuanya yang harus melakukan perwalian atas anak-anak itu (pasal 229).  
Menurut UU No. 1 Tahun 1974, apabila putus perkawinan karena perceraian 
mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Akibat 
hukum terhadap anak ialah, apabila terjadi perceraian, maka baik bapak atau ibu tetap 
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 
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kepentingan anak, bilamana terjadi perselisiham mengenai penguasaan anak, 
Pengadilan memberikan keputusannya.  
Akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-
masing, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lainnya (pasal 37), jika 
tidak ada kesepakatan Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang 
sewajarnya.  
2. Akibat Perceraian Dalam Hukum Adat 
Pada umunya menurut hukum adat yang ideal, baik putus perkawinan karena 
kematian maupun karena perceraian, membawa akibat hukum terhadap kedudukan 
suami dan isteri, terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap 
keluarga dan kerabat dan terhadap harta bersama (harta pencarian), harta bawaan. 
Harta hadiah/pemberian, warisan dan atau harta peninggalan/pusaka. Segala 
sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada 
kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lain.9 
3. Akibat Perceraian Dalam Hukum Agama 
Apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut Hukum Islam maka 
akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankannya kewajban suami terhadap isteri dan 
anak-anaknya, yaitu : 
a. Memberi Mut’ah (suatu pemberian oleh suami kepada isteri yang dicerainya 
agar hati isteri dapat terhibur) berupa uang atau barang.  
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 H. Hilman Hadikusuma, Op.cit , Hal. 175 
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b. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas isteri 
dalam masa idah. 
c. Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi 
sampai ia dewasa dan dapat mandiri. 
d. Melunasi mas kawin, perjanjian ta’lik talak dan perjanjian lainnya.Bagi umat 
Kristen Katolik ketentuan mengenai akibat.  
perceraian dari ikatan perkawinan pada dasarnya tidak ada, oleh karena agama 
Katolik menolak perceraian. Jika mereka melakukan perceraian sipil maka apa yang 
diatur dalam KUH Perdata (BW) dapat menjadi pedoman sepanjang belum diatur 
dalam perundangan nasional. Namun dikarenakan sulitnya mendapatkan keputusan. 
perceraian dari Sri Paus yang mungkin terjadi adalah “perceraian semu”, yaitu 
suatu perceraian yang tidak memutuskan ikatan perkawinan, yang terkenal dalam 
KUH Perdata dengan sebutan perpisahan dari meja dan tempat tidur (scheding van 
tafel en bed). 
Bagi umat Budha Indonesia akibat putusnya perkawinan karena perceraian, 
sebagai berikut (Pasal 40 HPAB)yaitu  
1) Baik ayah maupun ibu berkewajiban untuk memelihar dan mendidik anak-
anaknya, sebab dalam perceraian tidak adanya istilah bekas ayah atau bekas 
ibu, ayah tetap menjadi ayahnya anak-anak, ibu tetap menjadi ibunya anak-
anak; yang ada hanya istilah bekas suami dan bekas isteri. 
2) Semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, ditanggung 
sepenuhnya oleh ayah dari anak-anaknya. 
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3) Dalam hal-hal tertentu, apabila ayah tidak dapat menanggung sepenuhnya 
atau tidak dapat sama sekali menanggung biaya-biaya pemeliharaan dan 
pendidikan anaknya, maka oleh Dewan Pandita Agama Budha (Depabudi) 
setempat dapat menetukan bahwa ibu ikut memikul biaya-biaya tersebut. 
 
Bagi umat hindu tentang akibat perceraian, masalah yang palimg pokok menurut 
G.Pudja, yang harus diperhatikan ialah masalah tanggung jawab dan tugas yang harus 
diperhatikan ialah masalah tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan terhadap 
anak yang lahir dari perkawinan itu, bukan soal harta warisan. Andaikata terjadi juga 
perceraian di Pengadilan Negeri, sedangkan isteri bersangkutan tidak mempunyai 
anak, maka yang mendapat perhatian hakim ialah yang menyangkut harta atau 
barang-barang gana gini atau guna kaya (duwe gabro) yang semacam harta pencarian 
yan seharusnya dibagi antara bekas suami dan istri.Perceraian adalah peristiwa 
hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat 
hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Selain itu, ada 
beberapa akibat hukum lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Paal 41 UU 
No.1 Tahun 1974, sebagai berikut : 
a) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan member 
keputusannya.  
b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak 
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dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu 
ikut memikul biaya tersebut.  
c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 
istri.Memperhatikan substansi Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, 
maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hokum terhadap 
anak, dan mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat 
hokum terhadap harta bersama sebagimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 1 
Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta 
bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat, atau hukum yang lain.10 
4. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak  
Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 UU 
No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak 
yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian, menurut 
ketentuan limitatif dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, anak yang 
dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya 
dan keluarga ibunya. ini berarti bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak membenarkan 
pengakuan terhadap anak diluar perkawinan.11 
Walapun di dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 telah ditetapkan 
persyaratan-persyaratan untuk mempersulit suatu perceraian. Dan terlepas dari 
akibatnya terhadap suami dan istri, maka akibat yang lebih besar timbul dari suatu 
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 Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian : Palembang : Sinar Gravika, 2012 Hal. 345 
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 Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian : Palembang : Sinar Gravika, 2012 Hal. 355 
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perceraian adalah mengenai bagaimana anak-anak tersebut setelah terjadi perpisahan 
antara kedua orang tuanya. 
Dari ketentuan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 dapat dilihat bahwakewajiban suami 
dan istri kepada anak tidak pernah putus dengan perceraian. Keduanya 
berkepentingan untuk mengurus dan melindungi hak-hak dan kewajiban anak-anak 
demi kepentingan anak tersebut. Mengenai pembiayan dan hal-hal yang menyangkut 
materi terhadap si anak, kewajiban suami lebih diutamakan mengingat suamilah yang 
bertanggung jawab dalam menjalankan rumah tangganya dalam kedudukannya 
sebagai kepala rumah tangga.  
Namun apabila pihak suami tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti yang 
dimaksud di atas, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa pihak istri sebagai ibu 
harus turut memikul biaya tersebut. Tidak sebatas kewajiban memenuhi kebutuhan 
materi, orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan formal, pendidikan 
agama, pendidikan moral dan kasih sayang. Karena pada kenyataannya sering kali 
anak-anak korban dari perceraian orang tuanya memberikan efek yang sangat 
mengganggu pertumbuhan fisik dan jiwanya.  
Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa akibat terjadinya perceraian 
tersebut terhadap anak-anak adalah : 
a. Orang tua wajib memelihara anak-anaknya hingga anak-anak tersebut dewasa 
ataupun dapat mandiri demi kepentingan anak tersebut. 
b. Kedua orang tua bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan anak-anak dimana kewajiban ayah lebih di utamakan. 
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c. Kedua orang tua tidak boleh putus memberikan perhatian dan kasih sayang 
terhadap anak-anaknya meskipun keduanya telah bercerai.  
 
5. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami atau Istri 
Akibat Hukum Perceraian terhadap bekas suami atau istri menurut Pasal 41 
huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas 
suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban 
bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini 
mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan 
normatifbahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku janga waktu 
tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 
1975 yang memuat ketentuan imperatifbahwa bagi seorang janda yang masih datang 
bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) 
hari dan bagi yang tidak dating bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila 
perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu 
ditetapkan sampai ia melahirkan.12 
Dalam hukum Islam, wanita yang telah ditalak oleh suaminya boleh 
melakukan perkawinan baru dengan laki laki lain setelah massa tunggunya berakhir. 
Dengan terjadinya perkawinan baru ini, maka hubungan bekas suami istri tersebut 
telah betul-betul putus, sehingga bekas suami dengan istri tidak berhak lagi menerima 
nafkah dari bekas suaminya, dan suami tidak berkewajiban lagi memberikan nafkah 
kepada bekas istrinya. Seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya dan akan 
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menikah lagi dengan wanita lain dapat langsung melangsungkan pernikahan, karena 
laki-laki tidak mempunya masa tunggu seperti wanita.  
Dalam hukum adat pada umumnya membawa akibat hukum terhadap 
kedudukan suami dan istri, dan juga terhadap keluarga dan kerabat. Tetapi akibat 
hukum tersebut berbeda berbeda-beda berdasarkan ketentuan hukum adatnya masing-
masing, dan tidak terdapat kesamaan antara masyarakat adat satu dan yang lainnya. 
6. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama 
Menurut Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan penjelasan pasalnya, akibat 
hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumny 
a masing-masing, yang mencakup agama, hukum adat atau hukum yang lain. 
Ini berarti bahwa UU No. 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak (mantan 
suami dan mantan istri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa 
yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan, maka hakim di Pengadilan dapat 
mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. 
Penjelasan atas Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa apabila perkawinan 
putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, 
mempunyai cakupan lebih luas dari bunyi pasal 37, yang membatasi diri sebagai 
berikut : Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut 
hukumnya masing-masing. Pikiran Perpecahan yang ditimbulkan dari pertentangan 
syarat-syarat umum (putus) dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah 
karena dijumpai dalam UU No. 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai harta 
bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian.  
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Menurut Mohd. Idris Ramulyo, pada Penjelasan atas Pasal 37 UU No. 1 
Tahun 1974 (yang sekarang ini) ditunjukan kepada artinya, hukumnya masing-
masing, yakni jawabannya hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. 
Konsekuensinya, jika perkawinan putus bukan karena perceraian (bukan karena 
kematian), maka harta bersama diatur menurut Hukum Agama bekas suami-istri dan 
jika Agama mereka tidak mempunyai Hukum Agama tentang harta bersama, maka 
diberlakukan Hukum Adat tentang harta bersama atau bila tidak ada hidup beragama 
suami istri berbeda tingkat kemasyarakatannya, maka hal-hal tersebut bertentangan 
dengan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dan umunya bertentangan dengan demokrasi 
Pancasila. 
Menurut Sudarsono, Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 merupakan suatu 
kontradiksi dalam sruktur Hukum Perkawinan Nasional. Oleh karena itu, Penjelasan 
atas Pasal 35 UU No. 1 sekali-kali tidak berguna dengan adanya Pasal 37. Seharusnya 
Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 diubah menjadi : “Jika perkawinan putus karena 
perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara bekas suami istri”.13 
D. Hak dan Kedudukan Anak Setelah Perceraian Orang Tuanya 
Menurut Subekti perkawinan merupakan pertalian yang sah antara laki-laki 
dengan perempuan. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh laki-laki dan perempuan 
yang akan menjadi suami istri. Jika sudah mengikatkan diri dalam hubungan 
perkawinan maka suami istri akan memiliki tanggungan dengan lahirnya anak. Anak 
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 Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian : Palembang : Sinar Gravika, 2012 Hal. 426 dan 
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dianggap sebagai subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban. Dari ketentuan 
pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 dapat dilihat bahwakewajiban suami dan istri kepada 
anak tidak pernah putus dengan perceraian. Keduanya berkepentingan untuk 
mengurus dan melindungi hak-hak dan kewajiban anak-anak demi kepentingan anak 
tersebut. Mengenai pembiayan dan hal-hal yang menyangkut materi terhadap si anak, 
kewajiban suami lebih diutamakan mengingat suamilah yang bertanggung jawab 
dalam menjalankan rumah tangganya dalam kedudukannya sebagai kepala rumah 
tangga. Namun apabila pihak suami tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti yang 
dimaksud di atas, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa pihak istri sebagai ibu 
harus turut memikul biaya tersebut. Tidak sebatas kewajiban memenuhi kebutuhan 
materi, orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan formal, pendidikan 
agama, pendidikan moral dan kasih sayang. Karena pada kenyataannya sering kali 
anak-anak korban dari perceraian orang tuanya memberikan efek yang sangat 
mengganggu pertumbuhan fisik dan jiwanya 
Masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Perkawinan, yaitu pada Bab IX Pasal 42 sampai dengan 47. 
Pasal 42 mengatakan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau 
sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang sah adalah 
perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama yang dan 
kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.14 
Anak sah menempati kedudukan (strata)yang paling tinggidan paling sempurna 
dimata hukum dibandingkan dengan anak-anak kelompok yang lain, karena anak sah 
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 Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997, 
hal. 88  
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menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam 
peringkat yang paling tinggi, diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak 
sosial dimana ia akan mendapatkan status terhormat ditengah-tengah lingkungan 
masyarakat dan hak alimentasi yaitu hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam 
akta kelahiran dan hak-hak lainnya.15 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ketentuan umum 
pasal 1 yang menyebutkan “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan pengertian 
tentang anak tidak ditemukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan mapun dalam Penjelasannya, begitu juga dengan Peraturan Pemerintah 
No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan 
Kompilasi Hukum Islam.  
UU No. 1Tahun 1974 Pasal 42 mengatakan bahwa “Anak yang sah adalah 
anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Hubungan 
antara orang tua dengan anak akan timbul apabila dalam keluarga tersebut lahir 
seorang anak. Hubungan tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara 
orang tua dan anak.  
Akibat adanya perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 229 (ayat) 1 
KUH Perdata  “ Setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau 
memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dan anak-
anak yang dibawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dari kedua 
orang tua yang akan melakukan perwakilan atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua 
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 Witanto D.Y., Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Jakarta : Prestasi 
Putra Karya, 2012, hal. 37 
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orang tua itu dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan 
ptutusan-putusan Hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dari 
kekuasaan orang tua. Penetapan itu berlaku setelah hari keputusan perceraian 
memperoleh kekuatan mutlak. Sebelum itu pemberitahuan tak usah dilakukan dan 
perlawananatau permintaan bandingan tak boleh dimajukan. “16 
Sesuai dengan bunyi pasal diatas maka dalam hal ini diserahkan kepada hakim 
untuk menunjuk siapa yang dapat menjadi wali, hanya saja dalam penunjukan ini 
harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan sepenuhnya perihal kepentingan 
anak-anak tersebut, kepada siapa anak-anak ini lebih terjamin kepentingannya. 
Namum demikian pihak yang tidak ditunjuk menjadi wali berhak mengajukan 
perlawanan dengan alasan-alasan yang tepat. 
Kekuasaan orang tua yang dimaksud terhadap diri anak-anak tersebut adalah 
untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak hak anak tersebut berupa 
pendidikan dan pemeliharaannya.  
Pemeliharaan terhadap anak dimaksudkan adalah upaya dari orangtua untuk 
memenuhi segala kebutuhan anak baik dari kebutuhan akan pendidikan maupun 
kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani dan rohaninya, seperti perhatian, 
kesehatan, kasih sayang dan perkembangan tumbuh kembang si anak itu sendiri.  
Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan 
dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah 
ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk 
penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah tanggung jawab 
ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak iu sudah dapat ditanya 
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 Pasal 229 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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kepada siapa dia akan terus ikut. Kalaiu anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu 
tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak 
mengasuh ikut pindah pada bapak.  
Pendapat yang sama dengan pendapat Soemiyati tersebut, dikemukakan oleh Hilman 
Hadikusuma, yang menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua 
biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusnya 
perkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat 
melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka 
pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai 
pemeliharaan dan pendidikan anak itu.  
Memperhatikan penjelasan ahli hukum perceraian sebagaimana diuraikan 
diatas, maka dapat dipahami bahwa pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 adalah 
wujud normatifdari upaya Negara untuk melindungi hal-hak anak setelah terjadinya 
perceraian dari perceraian kedua orang tuanya, berlandaskan fungsi Negara hukum 
mengaku dan melindungi HAM.  
Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih 
sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa 
kandungan atau setelah dilahirkan, perlindungan ligkungan hidup yang menghambat 
perkembangan.17 
Hak-hak anak yang dilindungi oleh pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 dielaskan 
secara lebih mendalam hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan dari 
kedua orang tuanya. Baik ibu atau bapak si anak berkewajiban untuk memelihara dan 
mendidik anak-anak yang mereka peroleh selama pernikahan sampai anak tersebut 
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 Pasal 3 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak  
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dewasa atau dapat berdiri sendiri.Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu kepada 
pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak untuk mendapatkan 
pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang tua 
dalam menjaga anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan sandang, pangan dan 
papan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan 
kebutuhan tertier. Sedangkan hak untuk mendapatkan pendidikan ini lebih mengacu 
kepada pembinaan kejiawaan atau rohaniah si anak, pemenuhan kebutuhan ini dapat 
berupa memberikan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di 
jenjang sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan 
lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dari kejiwaan si anak. Baik pemeliharaan 
maupun pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang 
tua si anak, walaupun di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang 
pengadilan menjatuhkan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang 
tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanggung jawab. Keduanya tetap 
bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.18 
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BAB III 
ZINA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM 
A. Pengertian Zina Dalam Prespektif Hukum Islam 
Zina (bahasa Arab :  انزلا , bahasa Ibrani :  ףואינ– zanah ) adalah perbuatan 
bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan 
pernikahan (perkawinan). Secara umum, zina bukan hanya di saat manusia telah 
melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas-aktivitas seksual yang dapat 
merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. 
Sedangkan zina secara harfiah artinya  fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina 
dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin di antara seorang lelaki dengan 
seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. 
Dalam setiap agama, perzinahan merupakan sesuatu yang paling dibenci dan 
dilarang. Konteksnya pada agama Islam, hal tersebut dapat dibuktikan pada surat-
surat Al qur‟an tentang perzinahan atau melakukan hubungan seksual diluar nikah 
diantaranya adalah: 
1. Surah Yusuf ayat 24 
 
                             
                    
 
Terjemahnya: 
“ Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud ( melakukan perbuatan itu ) 
dengan Yusuf, dan yusuf pun bermaksud (melakukan pula ) dengan wanita itu 
andai kata dia tidak melihat tanda ( dari ) Tuhannya. Demikanlah, agar kami 
memalingkan daripadanya kemungkaran dan Kekejian.” 
2. Surat An Nur ayat 2 : 
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                              
                          
       
 
 Terjemahanya: 
“ Perempuan yang berzina dan laki – laki yang berzina, maka deralah tiap – 
tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu untuk ( menjalankan ) agama Allah.” 
Selain itu pula, Allah SWT mengajarkan agar menjaga “kemaluan 
“.Kemaluan dalam dan arti luas, termasuk dalam arti “kemaluan” adalah 
organ sex. 
3. Surat Al Ma‟aarij ayat 29: 
 
            
 
Terjemahanya: 
“ Dan orang – orang yang memelihara kemaluannya.” (criteria orang – orang 
yang dianjurkan oleh Allah SWT). Demikan halnya atas larangan Al Qur‟an 
mengenai homoseksualitas 
4. Surat A‟raf ayat 81 : 
                      
    
 Terjemahanya: 
“ Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada 
mereka ), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kamu yang 
melampaui batas.” 
5. Surat An Naml ayat 58: 
                    
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Terjemahanya: 
“ Dan kami turunkan atas mereka ( hujan batu), maka amat beratkah hujan 
yang ditimpakan atas orang – orang yang diberi peringatan itu.”  
Jelaslah secara yuridis bahwa pandangan Islam, terang – terangan 
mengutuk perbuatan zinah, berhubungan sex diluar perkawinan dan homo seksual. 
Jadi bisa dikatakan bahwa zina merupakan perbuatan yang menimbulkan 
kerusakan besar dilihat secara ilmiah.Zina adalah salah satu diantara sebab-sebab 
dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan 
penyakit yang sangat berbahaya, misalnya AIDS, dan lain-lain.Mendorong orang 
untuk terus menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa nikah. 
Berdasarkan hukum Islam, perzinaan termasuk salah satu dosa besar. 
Dalam agama Islam, aktivitas-aktivitas seksual oleh lelaki/perempuan yang telah 
menikah  dengan lelaki/perempuan yang bukan suami/istri sahnya, termasuk 
perzinaan. Dalam Al-Quran, dikatakan bahwa semua orang Muslim percaya 
bahwa berzina adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah 
Zina menurut fiqh adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan 
tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke 
dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar).1 
Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam 
farji, di mana zakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau 
seperti timba di dalam sumur.Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan 
terbenam-nya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, atau yang sejenis hasyafah jika 
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 M. Abdul Mujieb, dkk. Kamus Istilah Fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 443   
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zakar tidak mempunyai hasyafah, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak 
disyaratkan ereksi.2 
Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan 
kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan 
terjadinya tidak pula dengan subhat.3Pengertian ini hampir serupa dengan 
pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan 
memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan 
yang diinginkan.4 
Adapun menurut ulama fiqih pengertian zina adalah memasukkan zakar ke 
dalam farji yang haram dengan tidak subhat.Dan menurut Ibnu Rusyd pengertian 
zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah/semu 
nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Sedangkan menurut Hamka, 
berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah, dan di juzu‟ yang lain beliau 
mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disyahkan dengan 
nikah, atau yang tidak syah nikahnya.5 
Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam disebutkan definisi zina menurut 
beberapa madzhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksudnya 
sama yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh 
mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah.6 
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 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), 
h. 154   
3
 Abdul Halim Hasan, Tafsir AL-Ahkam (Jakarta: Kencana, 2006), h. 531 
4
 12Abdul Djamali, Hukum Islam (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 198   
5
 Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz XVII (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 4   
 
6
 Lihat: Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jakarta: Kharisma Ilmu, 
2007), h. 153-154   
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Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman ḥudūd atau 
ḥad, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang 
menyangkut hak Allah.7Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah 
diatur oleh Alquran karena merupakan hak Allah swt.secara mutlak. Ada dua 
macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu: 
Ghairu Muḥṣan, artinya suatu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah 
melangsungkan perkawinan yang sah.8Artinya pelaku zina yang masih bujang 
atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah. 
Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status ghair 
muḥṣan adalah dera seratus kali, berdasarkan Q.S. al-Nūr (24): 2. Ayat ini 
menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman ḥad, dilarang memberi 
belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kekejian yang dilakukan oleh dua 
orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman ḥad atau 
berlemah lembut dalam menegakkannya.Oleh karenanya dilarang menunda 
penegakan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya. Pelaksanaan hukuman 
hendaknya dilaksanakan di depan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang-orang 
yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera dan mempengaruhi jiwa 
orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina dan memberi pelajaran bagi 
orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.  
Terdapat perbedaan dalam tata cara pelaksanaan hukuman dera. Menurut 
Imam Malik yang didera adalah punggung dan seputarnya serta harus 
menanggalkan baju.Menurut Imam Syafi‟i yang didera seluruh anggota badan, 
kecuali kelamin dan muka yang harus dihindarkan serta penanggalan 
                                                             
7
 Al-Imam Muhammad al-Syaukāni, Kitab Nailul Authar dalam  
http//groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158, diakses tanggal 28 Mei 2015   
8
 Abdul Djamali, Huku Islam (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 199   
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baju.Menurut Abu Hanifah seluruh anggota badan, kecuali kelamin, muka dan 
kepala serta penaggalan baju.9 
Selain didera seratus kali, pelaku zina ghair muḥṣan juga diasingkan 
selama setahun, hal ini bersandar pada keterangan Ibnu al-Munẓir yang 
mengatakan: “Dalam kasus seorang pelayan yang berzina dengan majikan putri, 
Rasulullah saw. bersumpah bahwa beliau akan memutusinya berdasarkan 
Kitabullah. Kemudian beliau menyatakan, bahwasanya pelayan tersebut harus 
dihukum dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Itulah 
penjabaran dari firman Allah dan itulah yang dipidatokan oleh Umar bin Khattab 
di atas mimbar dan yang kemudian diamalkan atau dipraktekkan oleh para 
Khulafā„ al-Rāsyidīn dan mengamininya.  
Hal tersebut menjadi dasar ijma‟ (konsensus).10 Sementara Muḥṣan, adalah 
suatu zina yang dilaukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan 
sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya.11 
Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus muḥṣan adalah rajam. Rajam 
adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu.12Karena hukuman 
rajam tidak tersebut secara jelas dalam Alquran, maka kaum khawarij 
mengingkarinya. Menurut mereka hukuman bagi pezina muḥṣan maupun ghair 
muḥṣan adalah sama yaitu didera.  
Pasal hukum rajam dalam Alquran tidak ada, tetapi hanya atas pernyataan Umar 
ibn Khattab yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW memerintahkan 
                                                             
9
 Ahmad Sudirman “Kupasan Ibnu Rusyd Tentgang Zina dan Hukumnya” 
http//www.dataphone.se/~ahmad/000307.htm, diakses tanggal 28 Mei 2015   
10
 Al-Imam Muhammad al-Syaukāni, Kitab Nailul Authar dalam 
http//groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158   
11Abdul Djamali, Hukum Islam (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 199   
12Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), 
h. 47   
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perajaman bagi muḥṣan.13 Pernyataan Umar tersebut sebagaimana termaktub 
dalam hadis yang berbunyi:  
Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin al-Khatab r.a. Katanya: Sesungguhnya 
Allah telah mengutus Muhammad saw. dengan kebenaran dan telah menurunkan 
kepada baginda kitab Alquran. Di antara yang diturunkan kepada baginda ialah 
ayat yang menyentuh tentang hukum rajam.Kami selalu membaca, menjaga dan 
memikirkan ayat tersebut. Rasulullah saw. telah melaksanakan hukuman rajam 
tersebut dan selepas baginda, kami pun melaksanakan juga hukuman itu. Pada 
akhir zaman aku merasa takut, akan ada orang yang akan mengatakan: “Kami 
tidak menemukan hukuman rajam dalam kitab Allah yaitu Alquran sehingga 
mereka akan menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang telah 
diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitab 
Allah itu mesti dilaksanakan kepada pezina yang pernah kawin baik laki-laki 
maupun perempuan bila terdapat bukti yang nyata atau dia telah hamil ataupun 
dengan pengakuan sendiri”.14 
Pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku zina muḥṣan, adalah 
balasan bagi pelaku yang telah mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk 
merasakan hubungan seksualitas yang sah, melalui perkawinan.Dengan demikian 
pengingkaran terhadap nikmat yang telah diberikan harus dibalas dengan 
kepedihan rajam.Sedangkan zina ghairu muḥṣan dihukum dera dan pengasingan 
adalah karena mungkin sifat keingintahuannya yang mendorong untuk berbuat 
zina sedang dia belum menikah sehingga tidak ada tempat untuk menyalurkan 
keingintahuannya secara syar‟i.Karena memang secara fitrah terdapat 
kecenderungan antara laki-laki dan perempuan.Oleh karena itu Islam 
                                                             
13
 Abdul Djamali, Hukum Islam (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 199   
14
 CD Holy Qur‟an & Al-Hadis: Kumpulan Hadis Riwayat Bukhari & Muslim, 2002, 
hadis no. 997   
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menghalalkan nikah dan mengharamkan zina.Jadi hubungan apapun antara laki-
laki dan perempuan di luar batasan syariat dinamakan zina. 
B. Unsur-unsur Delik Zina Dalam Hukum Islam 
Sebelum pengkajian lebih mendalam mengenai beberapa ihwal perbuatan zina 
terlebih dahulu perlu diketahui mengenai unsur-unsur delik (jarimah) secara 
umum.Jika unsur-unsur tersebut ada pada suatu perbuatan, maka dapat 
diklasifikasikan sebagai delik (jarimah) dengan akibat hukum berupa ancaman 
sanksi yang telah dilegitimasi oleh syara‟ (Hukum Islam).Dan sebelum mengkaji 
unsur-unsur jarimah, ada baiknya diketahui tentang pengertian dari jarimah itu 
sendiri. Jarimah yaitu larangan-larangan syara‟ yang diancam hukuman had atau 
hukuman ta’zir. Larangan tersebut ada kalanya berupa perbuatan yang dicegah 
atau meninggalkan yang disuruh.Penyebutan kata-kata syara` dimaksudkan 
bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) 
syara‟ dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai jarimah apabila 
diancam hukuman terhadapnya.15 
 
Dapat ditarik kesimpulan bahwa tiap-tiap jarimah harus mempunyai 
unsur-unsur umum yang harus dipenuhi yaitu, 
a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman 
terhadapnya.Unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun syar’i).  
b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-
perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasa disebut unsur 
materiil (rukun maddi).  
c. Pelaku adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai 
                                                             
15Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 5.  
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pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuat. Unsur ini disebut 
unsur moril (rukun adabi).16 
 
Di samping unsur-unsur umum, ada unsur-unsur yang bersifat khusus. 
 
Misalnya dalam peristiwa pencurian, selain telah memenuhi unsur-unsur umum, 
juga harus memenuhi unsur secara khusus yaitu barang yang dicuri bernilai 
seperempat dinar ke atas, dilakukan dengan diam-diam dan benda yang dicuri 
tersebut disimpan ditempat yang pantas. 
Demikian juga dengan perbuatan zina, bahwa suatu perbuatan baru bisa 
dianggap zina apabila telah memenuhi kedua unsur tersebut, yakni, 
 
a. Unsur-unsur yang bersifat umum  
1) Adanya nash yang melarang, yaitu surat al-Isra‟: 32:  
                        
 
Terjemahnya :  
“Dan janganlah kamu mendekati zina.Sesungguhnya zina itu adalah 
perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk.” 
 
Adanya perbuatan zina atau persetubuhan yang dilakukan oleh seorang 
laki-laki dengan seorang wanita diluar ikatan perkawinan. Maka ketika 
ada dua orang berlainan jenis sedang bermesraan seperti berciuman atau 
bercumbu belum bisa dikatakan zina dan tidak dihukum dengan hukuman 
had, karena perbuatan tersebut belum bisa didefinisikan sebagai 
perzinaan. 
                                                             
16Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 6.  
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2) Pelaku zina adalah mukallaf. Dalam arti pelaku adalah orang yang telah 
cakap bertindak hukum, yang ditandai dengan telah baliq dan berakal.  
b. Unsur-unsur yang bersifat khusus  
 
1) Perbuatan zina dilakukan secara sadar dan sengaja. Jumhur ulama 
berpendapat bahwa orang yang terpaksa, baik laki-laki maupun 
perempuan, tidak dikenai hukuman perzinaan. Menurut ulama madzhab 
Hanbali, apabila yang dipaksa itu laki-laki, maka ia dikenai hukuman 
perzinaan, tetapi apabila yang dipaksa itu wanita, maka ia tidak dikenai 
hukuman perzinaan.  
 
2) Yang dizinai adalah manusia, menurut ulama madzhab Hanafi, Maliki 
serta pendapat terkuat di kalangan madzhab Syafi‟i dan Hanbali, 
seseorang tidak dikenai hukuman perrzinaan apabila yang dizinainya itu 
adalah hewan.  
3) Perbuatan itu terhindar dari segala bentuk keraguan syubhat. Ulama fiqh 
membagi hubungan seksual yang berbentuk syubhat itu menjadi tiga 
bentuk; a) Syubhat fi al-fi’l (keraguan dalam perbuatan), seperti  
seorang laki-laki menyenggamai istrinya yang diceraikan melalui khuluk. 
b) Syubhat fi al-mahal (keraguan pada tempat) yang disebutjuga dengan 
syubhat al-milk, seperti menyenggamai istri yang telah ditalak tiga kali 
dengan lafal kinayah (kata kiasan talak). c) Syubhat fial-fa’il (keraguan 
pada pihak pelaku), seperti laki-laki yangmenyenggamai seorang wanita 
yang bukan istrinya dan berada di kamar tidurnya. Pada saat itu tidak ada 
alat penerang, sehingga laki-laki itu tidak mengetahui bahwa wanita 
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tersebut bukan istrinya.Dalam ketiga bentuk syubhat ini, hubungan 
seksual tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan zina yang dikenai 
hukuman perzinaan. 
 
4) Pelaku mengetahui bahwa perbuatan zina itu diharamkan.  
 
5) Ulama madzhab Hanafi dan az-Zahiri mensyaratkan bahwa wanita yang 
dizinai itu masih hidup. Sedangkan menurut ulama madzhab Maliki, 
Syafi‟i dan Hanbali, apabila mayat wanita itu bukan mayat  
 
istrinya, maka perbuatan itu termasuk zina.17 
 
Oleh karena itu apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi maka perbuatan 
tersebut bisa dikategorikan sebagai perbuatan zina dengan implementasi sanksi 
berupa had dapat diterapkan. 
C. Dasar Hukum Tentang Perzinahan Dalam Hukum Islam 
Perbuatan zina diharamkan dalam syari‟at islam, termasuk dosa besar, 
berdasarkan dalil-dalil berikut ini:  
1. Firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala dalam surah al-Isrâ 17/32: 
                        
 
 
Terjemahanya:  
“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji.Dan suatu jalan yang buruk”. 
2. Firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala al-Furqân 25/68-69 : 
                  
                      
                       
                                                             
17Abdul Azis Dahlan et.al. (Ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van 
Hoeve, 1996, hlm. 2027 – 2028. 
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 Terjemhanya: 
 “Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan 
tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali 
dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan 
demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan 
dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam 
azab itu, dalam keadaan terhina”. 
Dalam hadits, Nabi juga mengharamkan zina seperti yang diriwayatkan 
dari Abdullah bin Mas‟ûd Radhiyallahu „anhu, beliau Shallallahu „alaihi wa 
sallam berkata: 
 َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِوَّللا َلْوُسَر ُتْلَأَس:  َلَاق ،؟ ُمَظْعَأ ِبْن َّذلا ُّيَأ:  َأ َوُىَو ًادِن ِه ََ ِّلل َلَعْجَت ْن
 ُتْل ُق ، َكَقَلَخ: َلاَق ؟ ُّيَأ َُّمث:  ُتْل ُق ، َكَعَم َمَعْطَي ْنَأ َةَيْشَخ َكَدَلَو َلُتْق َت ْنَأ: َلاَق ؟ ُّيَأ َُّمث:  ْنَأ
 َكِراَج َةَل ْ يِلَح َيِناَز ُت 
Artinya : 
“Aku telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam : Dosa 
apakah yang paling besar ? Beliau menjawab : Engkau menjadikan tandingan 
atau sekutu bagi Allah , padahal Allah Azza wa Jalla telah menciptakanmu. 
Aku bertanya lagi : “Kemudian apa?” Beliau menjawab: Membunuh anakmu 
karena takut dia akan makan bersamamu.” Aku bertanya lagi : Kemudian apa 
? Beliau Shallallahu „alaihi wa sallam menjawab lagi: Kamu berzina dengan 
istri tetanggamu”.18 
Sejak dahulu hingga sekarang, kaum muslimin sepakat bahwa perbuatan 
zina itu haran. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullaht berkata : Saya tidak tahu 
ada dosa yang lebih besar dari zina (selain) pembunuhan.19 
Pelaku zina ada yang berstatus telah menikah (al-Muhshân) dan ada pula yang 
belum menikah (al-Bikr).Keduanya memiliki hukuman berbeda. 
Hukuman pezina diawal Islam berupa kurungan bagi yang telah menikah 
dan ucapan kasar dan penghinaan kepada pezina yang belum menikah (al-Bikr). 
Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah an-Nisâ` 4/15-16: ” 
                                                             
18HR al-Bukhâri dalam kitab al-Adab, Bab Qatlul-Walad Khasy-yata ayya`kula ma‟ahu 
10/33 dan Muslim dalam kitab al-Iimân 2/80. 
19ar-Raudh al-Murbi‟ 7/312 
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                      
                      
                            
                  
 
Terjemahanya:  
“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 
empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila 
mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita 
itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah 
memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan 
perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, 
kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah 
mereka.Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”. 
Kemudian sanksi itu diganti dengan rajam (dilempar batu) bagi yang telah 
menikah (al-Muhshân) dan dicambuk seratus kali bagi yang belum menikah (al-
Bikr) dan ditambah pengasingan setahun. 
1) Hukuman untuk penzina yaitu : 
a) Pezina al-Muhshân adalah Pezina yang pernah menikah (al-Muhshân) 
dihukum rajam (dilempar dengan batu) sampai mati. Hukuman ini 
berdasarkan al-Qur`an, hadits mutawatir dan ijma‟ kaum muslimin[7]. Ayat 
yang menjelaskan tentang hukuman rajam dalam al-Qur`an meski telah 
dihapus lafadznya namun hukumnya masih tetap diberlakukan. Umar bin 
Khatthab Radhiyallahu „anh menjelaskan dalam khuthbahnya : 
 َعَوَو اَىَانْأَرَق َف ِمْجَّرلا َُةيآ ِوْيَلَع َلِزُْنأ اَمْيِف َناََكو َنآْرُقْلا ِوِّيَِبن ىَلَع َلَز ْنَأ َللها َّنِإ َمََجرَو اَىاَنْلَقَعَو اَىاَن ْ ي
 اْوُلْوُق َي ْنَأ ٌناَمَز ِساَّنلِاب َلَاط ْنِإ ىَشْخَأ َو ُهَدْع َب اَنْمََجرَو ملسو ويلع للها ىلص ِللها ُلْوُسَر:  َلا
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 ْجَّرلا َّنِإ َِو ُللها اَهَلَز َْنأ ٍةَضِْيرَف ِكْر َ ِتب اْوُّلِضَي َف للها ِباَتِك ْيِف َمْجَّرلا ُدِجَن ِللها ِباَتِك ْيِف ٌتِبَاث ٌّقَح َم
فاَرِتْعِلإا ْوَأ لَبَحْلا َناَك ْوَأ ُةَن ِّ ي َ بْلا ِتَماَق اَذِإ َنَصْحَأ اَذِإ َاَنز ْنَم ىَلَع. 
Artinya : 
“Sesungguhnya Allah telah menurunkan al-Qur`an kepada NabiNya dan 
diantara yang diturunkan kepada beliau adalah ayat Rajam. Kami telah 
membaca, memahami dan mengetahui ayat itu. Nabi Shallallahu „alaihi wa 
sallam telah melaksanakan hukuman rajam dan kamipun telah 
melaksanakannya setelah beliau. Aku khawatir apabila zaman telah berlalu 
lama, akan ada orang-orang yang mengatakan: “Kami tidak mendapatkan 
hukuman rajam dalam kitab Allah!” sehingga mereka sesat lantaran 
meninggalkan kewajiban yang Allah Azza wa Jalla telah turunkan. Sungguh 
(hukuman) rajam adalah benar dan ada dalam kitab Allah untuk orang yang 
berzina apabila telah pernah menikah (al-Muhshân), bila telah terbukti 
dengan pesaksian atau kehamilan atau pengakuan sendiri”. 
Ini adalah persaksian khalifah Umar bin al-Khatthâb Radhiyallahu „anhu 
diatas mimbar Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam yang dihadiri para sahabat 
sementara itu tidak ada seorangpun yang mengingkarinya. Sedangkan lafadz ayat 
rajam tersebut diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Mâjah berbunyi : 
 ِْيزَع ُللها َو ِللها َنِم ًلاَكَن ْوَتَبْلا اَمُىْوُمُجْراَف اَي ََنز اَذِإ ُةَخْي َّشلاَو ُخْي َّشلاَو ٌمْيِكَح ٌز 
 
 
Artinya : 
“Syaikh lelaki dan perempuan apabila keduanya berzina maka rajamlah 
keduanya sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta‟ala dan Allah maha 
perkasa lagi maha bijaksana.  
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Sedangkan dasar hukuman rajam yang berasal dari sunnah, maka ada 
riwayat mutawatir dari Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam baik perkataan 
maupun perbuatan yang menerangkan bahwa beliau Shallallahu „alaihi wa sallam 
telah merajam pezina yang al-Muhshân (ats-Tsaib al-Zâni). 
Ibnu al-Mundzir rahimahullah menyatakan: Para ulama telah berijma‟ 
(sepakat) bahwa orang yang dihukum rajam, terus menerus dilempari batu sampai 
mati.Ibnu Qudâmah rahimahullah menyatakan: Kewajiban merajam pezina al-
muhshân baik lelaki atau perempuan adalah pendapat seluruh para ulama dari 
kalangan sahabat, tabi‟in dan ulama-ulama setelah mereka diseluruh negeri islam 
dan kami tidak mengetahui ada khilaf (perbedaan pendapat diantara para ulama) 
kecuali kaum Khawarij. 
Meski demikian, hukuman rajam ini masih saja diingkari oleh orang-orang 
Khawarij dan sebagian cendikiawan modern padahal mereka tidak memiliki 
hujjah dan hanya mengikuti hawa nafsu serta nekat menyelisihi dalil-dalil syar‟i 
dan ijma‟ kaum muslimin.Wallahul musta‟an. 
Hukuman rajam khusus diperuntukkan bagi pezina al-muhshân (yang sudah 
menikah dengan sah-red) karena ia telah menikah dan tahu cara menjaga 
kehormatannya dari kemaluan yang haram dan dia tidak butuh dengan kemaluan 
yang diharamkan itu. Juga ia sendiri dapat melindungi dirinya dari ancaman 
hukuman zina. Dengan demikian, udzurnya (alasan yang sesuai syara‟) 
terbantahkan dari semua sisi .dan dia telah mendapatkan kenikmatan sempurna. 
Orang yang telah mendapatkan kenikmatan sempuna (lalu masih berbuat 
kriminal) maka kejahatannya (jinayahnya) lebih keji, sehingga ia berhak 
mendapatkan tambahan siksaan 
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a. Syarat al-Muhshân. 
Rajam tidak diwajibkan kecuali atas orang yang dihukumi al-Muhshân. 
Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa seorang dihukumi 
sebagai al-Muhshaan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a) Pernah melakukan jima‟ (hubungan seksual) langsung di kemaluan. 
Dengan demikian, orang yang telah melakukan aqad pernikahan namun 
belum melakukan jima‟ , belum dianggap sebagai al-Muhshân. 
b) Hubungan seksual (jima‟) tersebut dilakukan berdasarkan pernikahan sah 
atau kepemilikan budak bukan hubungan diluar nikah. 
c) Pernikahannya tersebut adalah pernikahan yang sah. 
d) Pelaku zina adalah orang yang baligh dan berakal. 
e) Pelaku zina merdeka bukan budak belian. 
Dengan demikian seorang dikatakan al-Muhshân, apabila kriteria diatas 
sudah terpenuhi. 
1) Pezina Yang Tidak al-Muhshân adalah Pelaku perbuatan zina yang belum 
memenuhi kriteria al-muhshân, maka hukumannya adalah dicambuk 
sebanyak seratus kali.  
Ini adalah kesepakatan para ulama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa 
Ta‟ala dalam surah An-Nûr24/2 : 
                              
                           
    
 
Terjemahanya: 
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah 
(cambuklah) tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera (cambuk)”.Al-
Wazîr rahimahullah menyatakan : “Para ulama sepakat bahwa pasangan yang 
belum al-muhshân dan merdeka (bukan budak-red), apabila mereka berzina 
maka keduanya dicambuk (dera), masing-masing seratus kali. 
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Hukuman mati (dengan dirajam-red) diringankan buat mereka menjadi 
hukuman cambuk karena ada udzur (alasan syar‟i-red) sehingga darahnya masih 
dijaga.Mereka dibuat jera dengan disakiti seluruh tubuhnya dengan cambukan. 
Kemudian ditambah dengan diasingkan selama setahun menurut pendapat yang 
rajah, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam : 
 ُبِْيرْغ َتَو ٍةَئاِم ُدْلِج ِرْكِبْلِاب ُرْكِبْلا ، ًلاْيِبَس َّنُهَل ُوَّللا َلَعَج ْدَق ، ْيِّنَع اْوُذُخ ، ْيِّنَع اْوُذُخ  ٍماَع. 
Artinya : 
“Ambillah dariku!ambillah dariku! Sungguh Allah telah menjadikan bagi 
mereka jalan, yang belum al-muhshaan dikenakan seratus dera dan 
diasingkan setahun.” [HR Muslim]. 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan : “Apabila tidak 
muhshân , maka dicambuk seratus kali, berdasarkan al-Qur`an dan diasingkan 
setahun dengan dasar sunnah Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam.  
Allah Subhanahu wa Ta‟ala memberikan tiga karakteristik khusus bagi 
hukuman zina : 
a. Hukuman yang keras, yaitu rajam untuk al-Muhshân dan itu adalah 
hukuman mati yang paling mengenaskan dan sakitnya menyeluruh 
keseluruh badan. Juga cambukan bagi yang belum al-muhshân 
merupakan siksaan terhadap seluruh badan ditambah dengan 
pengasingan yang merupakan siksaan batin. 
b. Manusia dilarang merasa tidak tega dan kasihan terhadap pezina. 
c. Allah memerintahkan pelaksanaan hukuman ini dihadiri sekelompok 
kaum mukminin. Ini demi kemaslahatan hukuman dan lebih membuat 
jera. 
Hal ini disampaikan Allah Subhanahu wa Ta‟ala dalam firmanNyaan-
Nûr 24/2: 
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Terjemahnya : 
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah, dan hari akherat, dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang 
beriman”  
D. Syarat-Syarat Penerapan Hukum Tentang Zina Dalam Hukum Islam 
Dalam penerapan hukuman zina diperlukan syarat-syarat sebagai berikut : 
 
1. Pelakunya adalah seorang mukallaf yaitu sudah baligh dan berakal (tidak 
gila). 
2. Pelakunya berbuat tanpa ada paksaan. 
3. Pelakunya mengetahui bahwa zina itu haram, walaupun belum tahu 
hukumannya. 
4. Jima‟ (hubungan seksual) terjadi pada kemaluan. 
5. Tidak adanya syubhat. Hukuman zina tidak wajib dilakukan apabila masih 
ada syubhat seperti menzinahi wanita yang ia sangka istrinya atau 
melakukan hubungan seksual karena pernikahan batil yang dianggap sah 
atau diperkosa dan sebagainya. 
Ibnu al-Mundzir rahimahullah menyatakan : “Semua para ulama yang saya 
hafal ilmu dari mereka telah berijma‟ (bersepakat) bahwa had (hukuman) 
dihilangkan dengan sebab adanya syubhat.”  
6. Zina itu benar-benar terbukti dia lakukan. Pembuktian ini dengan dua 
perkara yang sudah disepakati para ulama yaitu: 
a. Pengakuan dari pelaku zina yang mukallaf dengan jelas dan tidak 
mencabut pengakuannya sampai hukuman tersebut akan 
dilaksanakan. 
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b. Persaksian empat saksi yang melihat langsung kejadian, 
sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala 
dalam surah an-Nûr 24/13 : 
                                 
       
 
 
Terjemahanya: 
“Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi 
atas berita bohong itu.” 
Persaksian yang diberikan oleh para saksi ini akan diakui keabsahannya, 
apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a. Mereka bersaksi pada satu majlis 
b. Mereka bersaksi untuk satu kejadian perzinahan saja 
c. Menceritakan perzinahan itu dengan jelas dan tegas yang dapat 
menghilangkan kemungkinan lain atau menimbulkan penafsiran lain seperti 
hanya melakukan hal-hal diluar jima‟. 
d. Para saksi adalah lelaki yang adil 
e. Tidak ada yang menghalangi penglihatan mereka seperti buta atau lainnya. 
Apabila syarat-syarat ini tidak sempurna, maka para saksi dihukum dengan 
hukuman penuduh zina. Allah Subhanahu wa Ta‟ala berfirman dalam surah an-
Nûr 24/4 : 
                            
                        
 
 
Terjemahanya:    
“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat 
zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah 
mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu 
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terima keksaksian mereka buat selama-lamanya.Dan mereka itulah orang-
orang yang fasik”. 
Penetapan terjadinya perbuatan zina dan pemutusan saksi dengan 
berdasarkan persaksian dan pengakuan si pelaku yang disebutkan diatas, telah 
disepakati oleh para ulama.Dan para ulama masih berselisih pendapat tentang 
hamil diluar nikah. Para ulama berselisih menjadi dua pendapat : 
Pertama : Pendapat jumhur yaitu madzhab Hanafiyah, Syafi‟iyah dan Hambaliyah 
(hanabilah) menyatakan bahwa hukuman pezina tidak ditegakkan atau 
dilaksanakan kecuali dengan pengakuan dan persaksian saja.  
Kedua : Pendapat madzhab Malikiyah menyatakan hukuman pezina dapat 
ditegakkan dengan indikasi kehamilan. 
Yang rajih dari dua pendapat diatas adalah pendapat madzhab Malikiyah 
sebagaimana dirajihkan syaikhul Islam ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau 
rahimahulllah menyatakan bahwa seorang wanita dihukum dengan hukuman zina 
apabila ketahuan hamil dalam keadaan tidak memiliki suami, tidak memiliki tuan 
(jika ia seorang budak-red) serta tidak mengklain adanya syubhat dalam 
kehamilannya. 
Beliau rahimahullah pun menyatakan : “Inilah yang diriwayatkan dari para 
khulafâ‟ rasyidin dan ia lebih pas dengan pokok kaedah syari‟at. 
Dalil beliau rahimahullah dan juga madzhab Malikiyah adalah pernyataan Umar 
bin Khatthab Radhiyallahu „anhu dalam khutbahnya : 
 َو ِ َحْلا َناَك ْوَأ ُةَن ِّ ي َ بْلا ِتَمَاق اَذِإ َنَصْحَأ اَذِإ َاَنز ْنَم ىَلَع ِللها ِباَتِك ْيِف ٌتِبَاث ٌّقَح َمْجَّرلا َّنِإ ْوَأ لَب
فاَرِتْعِلإا. 
Artinya : 
“Sungguh rajam adalah benar dan ada dalam kitab Allah atas orang yang 
berzina apabila telah pernah menikah (al-Muhshaan), bila tegak padanya 
persaksian atau kehamilan atau pengakuan sendiri”  
Jelaslah dari pernyataan Umar bin al-Khatthab Radhiyallahu „anhu diatas 
bahwa beliau menjadikan kehamilan sebagai indikasi perzinahan dan tidak ada 
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seorang sahabatpun waktu itu yang mengingkarinya. Al-Hâfidz Ibnu Hajar 
rahimahullah mengomentari riwayat Umar Radhiyallahu „anhu diatas dengan 
menyatakan: (Dalam pernyataan Umar diatas) ada pernyataan bahwa wanita 
apabila didapati dalam keadaan hamil tanpa suami dan juga tidak memiliki tuan, 
maka wajib ditegakkan padanya hukuman zina kecuali bila dipastikan adanya 
keterangan lain tentang kehamilannya atau akibat diperkosa. 
57 
 
BAB IV 
PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA CERAI DENGAN ALASAN 
BERZINA 
A. Bentuk–Bentuk Penyelesaian CeraiDengan Alasan Berzina Dalam 
Pandangan Hukum Islam 
Perceraian adalah terlarang, banyak larangan Tuhan dan Rasul mengenai 
perceraian antara suami isteri. Tidak ada sesuatu yang halal yang paling dimarahi 
oleh Tuhan selain daripada Talak.(Al Hadis Rawahul Abu Daud, Hadis sahih dan 
diriwayatkan (Nail al Authar)oleh Hakim yang menyahihkan). 
1. Adapun bentuk-bentuk perceraian menurut Hukum Islam adalah; 
a. Talak adalah perceraian antara suami isteri, atas kehendak suami, dan 
merupakan bentuk perceraian yang umum terjadi di Indonesia. Adapun 
bentuk talak ditinjau dari beberapa kali dijatuhkan adalah : 
1) Talak  Raj’i, yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk, 
yang termasuk talak raj’i adalah : 
a) Talak satu dan talak dua, tetapi tidak memakai suatu pembayaran dan mereka 
telah melakukan hubungan suami isteri. 
b) Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan 
Agama berdasarkan proses Illa yaitu suami bersumpah tidak akan 
mencampuri isterinya. 
c) Perceraian dalam bentuk talak yang juga dijatuhkan oleh Pengadilan Agama 
berdasarkan persamaan pendapat dua hakim karena proses syiqaq dari suami 
isteri tetapi tidak pakai iwadh. 
2) Talak Bain kecil atau talak bain shugra yaitu talak yang tidak boleh rujuk 
lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami isteri 
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sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses 
perkawinan kembali. 
3) Talak bain besar atau kubra yaitu : 
a) talak yang dijatuhkan ketiga kalinya dimana suami isteri tidak dapat rujuk 
dan kawin lagi  diantara mereka, sebelum si isteri dikawini lebih dahulu oleh 
orang lain. 
b) Perceraian karena li’an (tuduhan berzina) antara bekas suami isteri tidak 
dapat lagi kawin untuk selama-lamanya. 
4) Ta’liktalak artinya talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu 
peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian. 
5) Khuluk atau Mubaro’ah adalah bentuk perceraian atas dasar persetujuan 
kedua belah pihak  dan merupakan keistimewaan dalam Islam, karena 
sebelum Islam si isteri dalam prakteknya tidak mempunyai hak apapun 
juga untuk minta diceraikan. Khuluk dalam bahasa Arab ialah 
menanggalkan pakaian, dalam peristiwa ini artinya melepaskan 
kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada isterinya dalam 
bentuk talak, sedangkan Mubaro’ahartinya baik suami maupun isteri 
sama-sama  membebaskan diri yaitu suami membebaskan dirinya dari 
kekuasaan sebagai suami sedangkan isterinya membebaskan dirinya pula 
sebagai isteri, dengan syarat harus ada persetujuan bebas dari suami dan 
isteri tersebut dan pemberian iwadh (pembayaran sejumlah uang) oleh 
isteri kepada suami sebagai penebus/pengembalian mahar yang dulu 
pernah diterima isteri. 
6) Fasakh adalah suatu lembaga perceraian karena tertipu atau karena tidak 
mengetahui sebelum perkawinan bahwa isteri yang telah dinikahinya itu 
ada cacat celanya atau salah satu pihak merasa tertipu atas hal-hal yang 
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belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang 
telah ada adalah sah dengan segala akibatnya dan dengan difasakhkannya 
oleh Hakim Pengadilan Agama maka bubarlah hubungan perkawinan itu. 
7) Illa’ adalah salah satu bentuk perceraian yang berarti suami bersumpah 
bahwa tidak akan mencampuri isterinya dan dia tidak menalak atau 
menceraikan isterinya (seakan-akan menggantung isterinya tidak bertali), 
berarti membuat isterinya menderita. 
8) Zhihar adalah seorang suami bersumpah, bahwa isterinya itu sama dengan 
punggung ibunya, hal ini berarti ungkapan khusus bagi orang di tanah 
Arab yang berarti dia tidak akan mencampuri isterinya lagi karena 
isterinya diibaratkan sama dengan ibunya. 
9) Li’an merupakan sumpah laknat yaitu sumpah yang didalamnya terdapat 
pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan, hal ini terjadi apabila suami 
menuduh isteri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi kecuali 
dirinya sendiri. Dalam keadaan biasa (diluar perkawinan) seharusnya ia 
dikenai hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu dera 80 
(Delapan puluh) kali.1 
2. Alasan perzinahan 
Alasan perzinahan dalam hukum positif dan hukum Islam memiliki alasan 
yang sama, yang membedakan hanya mereka yang terikat perkawinan dan mereka 
yang tidak terikat perkawinan. Ada banyak alasan seseorang melakukan suatu 
tindakan kejahatan, seperti alasan seseorang melakukan perbuatan zina. Di mana 
mereka memiliki alasan-alasan tersendiri yang menurut kita hanyalah masalah 
yang memiliki jalan lain selain melakukan perbuatan zina. Namun menurut 
                                                             
1https://ustirahmawati.wordpress.com/2010/07/08/perceraian/ 
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mereka yang melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki jalan lain selain 
melakukan perbuatan zina baik terpaksa maupun atas suka sama suka. 
Dengan ini dapat timbul karena beberapa alasan yang kondisi-kondisi 
tersebut dapat menentukan kuantitas (tinggi rendahnya) angka keahatan di dalam 
masyarakat mempunyai hubungan erat dengan kondisi-kondisi dan pertentangan 
kebudayaan, sehingga menimbulkan beberapa faktor yang terdiri atas proses 
beberapa aspek kehidupan manusia di dalam masyarakat anatara lain: 
a. Mobilitas social 
b. Persaingan dan pertentangan 
c. Ekonomi 
d. Agama 
e. Pendapatan dan pekerjaan.2 
Dari uraian diatas faktor yang paling sering dijadikan alasan adalah faktor 
ekonomi yang memaksa seseorang melakukan perbuataan zina. Di mana hidup 
dalam era modern, semakin banyak kebutuhan yang ingin dimiliki seseorang. 
Sehingga dalam mencapai keinginan maka mereka melakukan segala cara yakni 
melakukan zina. Adapun orang yang melakukan zina atas dasar suka sama suka 
itu terjadi karena minimnya kesadaran akan norma ketuhanan yang mereka 
kesampingkan hanya untuk nafsu mereka.Alasaan yang telah disebutkan diatas 
merupakan alasan bagi mereka yang telah menikah.  
Sedangkan alasan yang berbeda terhadap mereka yang belum terikat 
perkawinan dimana mereka melakukan tindakan zina dengan alasan: 
a. Kurangnya perhatian orang tua 
b. Bebasnya mengkonsumsi alkohol, sehingga dapat mengakibatkan seseorang 
sulit untuk mengendalikan perilakunya. 
                                                             
2Hasan Hamzah, Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal, (Cet. I; 
Makassar: Alauddin Press, 2011.) 
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c. Maraknya bacaan yang bermuatan seks. 
d. Mudahnya mengakses internet yang berbau seks. 
Dengan adanya uraian diatas maka alasan seseorang melakukan perbuatan 
zina seseorang memiliki pandangan tersendiri, tergantung bagaimana mereka 
mengendalikan nafsu baik lahiriah maupun batiniah. 
B. Sangsi Pelaku Perzianahan Dalam Hukum Islam 
Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa 
adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa 
adanya unsur subhat.3 Delik perzinaan  ditegaskan dalam al-Qur’an dan sunnah. 
Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) didasarkan pada 
ayat al-Qur’an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi 
pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari 
batu.4Rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya.5 Adapun 
dasar hukum dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam surat al-
Nur 24/2: 
                             
                         
       
 
Terjemahnya: 
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap 
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu 
beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) 
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. 
                                                             
3Abu Zahrah, Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam, (Beirut: Dar al-Fikr,  t.t.), II: 
h. 109. 
4Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir al-Qur`an al-Majid an-Nur, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), 
XV, h. 136. 
5Abu Zahrah, Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam, (Beirut: Dar al-Fikr,  t.t.), II: 
h. 142. 
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Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi 
yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan 
hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam 
dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam(dilempari batu sampai meninggal 
dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia ghairu muhsan, maka  
dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut 
karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan 
tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti 
dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara ghairu muhsan belum 
pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa 
keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak 
boleh diberi belas kasihan, Ancaman keras bagi pelaku zina tersebut karena dalam 
pandangan Islam zina, merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan 
harkat kemanusiaan secara umum. Apabila zina tidak diharamkan niscaya 
martabat manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat 
akan rusak. Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah tentang 
kebolehan dan anjuran Allah untuk menikah.6Hukuman delik perzinaan yang 
menjadi perdebatan di kalangan umat Islam adalah hukum rajam. Jumhur ulama 
menganggap tetap eksisnya hukum rajam, sekalipun bersumber pada khabar 
ahad. Sementara golongan Khawarij, Mu’tazilah  dan sebagian fuqaha Syiah 
menyatakan, sanksi bagi pezina adalah hukum dera (cambuk).7Adapun alasan 
mereka yang menolak hukum rajam adalah: 
                                                             
6Al-Jurjawi, Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 316-318. 
7Abdurahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-‘Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fiqh, t.t.), 
IV, h. 179. 
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1. Hukum rajam dianggap paling berat di antara hukum yang ada dalam 
Islam namun tidak ditetapkan dalam al-Qur`an. Seandainya Allah 
melegalkan hukum rajam mestinya ditetapkan secara definitif dalam nas. 
2. Hukuman bagi hamba sahaya separoh dari orang merdeka, kalau hukum 
rajam dianggap sebagai hukuman mati, apa ada hukuman separoh mati. 
Demikian juga ketentuan hukuman bagi keluarga Nabi dengan sanksi dua 
kali lipat Apakah ada dua kali hukuman mati. Secara jelas ayat yang 
menolak adalah surat al-Nisa 4/25: 
.....                         ..
.... 
Terjemahnya : 
Apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan 
perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman 
wanita-wanita merdeka yang bersuami. 
Ayat di atas menunjukan bahwa hukum rajam tidak dapat dibagi dua, 
maka hukum yang logis diterapkan adalah hukum dera 100 kali. Jika pelakunya 
budak, maka berdasarkan ketentuan surat an-Nisa ayat 25 adalah separoh, yakni 
lima puluh kali. Demikian halnya dengan ketentuan surah al-Ahzab 33/30. 
                    ….. 
Terjemahnya : 
Haiisteri-isterinabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakanperbuatankeji yang 
nyata, niscayaakan di lipatgandakansiksaankepadamerekadua kali lipat. 
Ayat di atas menggambarkan bahwa  hukum rajam tidak dapat 
dilipatgandakan, yakni dua kali lipat. Jika diberlakukan hukum dera 100 kali 
maka dua kali lipatnya adalah 200 kali. 
3. Hukum dera yang tertera dalam surat an-Nur ayat 2 berlaku     umum, 
yakni pezina muhsandan ghairu muhsan. Sementara hadis Nabi yang 
menyatakan berlakunya hukum rajam adalah lemah.8 
                                                             
8Ali as-Sayyis, Tafsir Ayat al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II, h. 107. 
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Masih dalam aliran ini, Izzudin bin Abd as-Salam sebagaimana dikutip 
oleh Fazlur Rahman, menyatakan bahwa hukum rajam dengan argumnetasi 
seluruh materi yang bersifat tradisional bersifat non reiable, di samping tidak 
ditegaskan dalam al-Qur`an juga warisan sejarah orang-orang Yahudi.9Sementara 
Anwar Haryono menyatakan, bahwa hukum rajam pertama kali diterapkan dalam 
sejarah Islam terhadap orang Yahudi dengan mendasarkan kitab mereka, yakni 
Taurat. Kejadian itu kemudian menjadi rujukan hukum, artinya siapa saja yang 
berzina dirajam.10Demikian halnya dengan pendapat Hasbi ash-Shiddieqy, hukum 
rajam ada dan dipraktekan dalam Islam, akan tetapi terjadi sebelum diturunkannya 
surah al-Nur 24/2. Maka hukum yang muhkam11 Alangkah bijaksananya kalau 
kita mengatakan hukum had itu tidak boleh dilaksanakan, kecuali telah sempurna 
perbuatan dosa seseorang, yakni terpenuhinya syarat, rukun dan tanpa adanya 
unsur subhat. sampai sekarang adalah hukum dera bagi pezina.Tidak ada maksud 
mengklaim kebenaran pada salah satu pihak yang pro dan kontra tentang sanksi 
bagi pezina (dera atau rajam). Ada baiknya merujuk pada teks dengan 
mempertimbangkan realitas masyarakat kontemporer, seperti Indonesia yang 
plural. Artinya harus bertolak  dari kenyataan bahwa hukum rajam bukan hukum 
yang hidup dalam sistem negara Islam manapun, kecuali Saudi Arabia. Realitas 
ini tentunya tidak lepas dari adanya perubahan konstruksi masyarakat sekarang, 
dengan konstruksi masyarakat muslim pada saat hukum rajam diterapkan. 
Perubahan masyarakat pada gilirannya merubah rasa hukummasyarakat, sehingga 
masyarakat enggan melaksanakan hukum rajam, di sisi lain pezina harus dihukum 
berdasarkan ketentuan al-Qur`an. 
                                                             
9Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas Transformasi Intelektual, alih bahasa Ahsin 
Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 35. 
10Anwar Haryono, Hukum Islam Keluasan dan Keadialannya,  (Jakarta: Bulan Bintang, 
1968),  h.178. 
11Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir…, h. 88. 
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Di sini perlu dipahami, bahwa perintah Rasul untuk menghukum rajam 
bagi pezina harus diperhitungkan latar belakang historisnya: 
1. Hukum rajam pertama kali diterapkan kepada orang Yahudi, dasar hukumnya 
adalah kitab mereka yakni Taurat. 
2. Diterapkannya hukum rajam pada masa Nabi adalah ketika surat al-Nur 24/2 
belum diturunkan. Sedang hukum yang berlaku setelah diturunkannya surat 
an-Nur 24/2, adalah hukum cambuk (dera) 100 kali. 
3. Rasululah menghukum rajam di kala itu bukan sebagai 
hukuman had, melainkan hukuman ta’zir.12 
Dari berbagai bentuk sanksi delik perzinaan dapat ditarik benang merah 
sebagaimana yang diungkapkan oleh Jalaludin Rahmat, hukum rajam mempunyai 
fungsi sebagai penjera yang dalam konteks masyarakat modern dapat diganti 
dengan hukuman lain.13 Di sisi lain hukum Islam harus diberlakukan secara 
substansial dengan tidak meninggalkan ruh syari’ah. Senada dengan pernyataan di 
atas, menurutnya, ketika memahami hukum Islam, teori gradasi layak 
dipertimbangkan, demikian halnya dengan prinsip nasikh wa mansukh, serta 
kondisi masyarakat sebagai syarat mutlak dalam pemberlakuan sistem hukum. 
Yusuf al-Qaradawi berkomentar, sanksi perzinaan akan efektif diberlakukan 
sebagaimana yang diinginkan olehnas jika masyarakat sempurna memahami 
agamanya. Sebaliknya, jika masayarakat lemah imannya, lingkungan tidak 
mendukung, seperti wanita banyak mempertontonkan kecantikannya, beredarnya 
film-film porno, adegan perzinaan terbuka lebar di mana-mana, kondisi seperti ini 
                                                             
12Asghar Ali Engineer, Islam and Liberation Theology, (India: Starling Publiser, 1990), h. 
91. 
13Jalaludin Rahmat, “Pengantar” dalam Islam dan Tantangan Modernitas (Bandung: 
Mizan, 1996), h. 16. 
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tidak efektif untuk memberlakukan hukum secara definitif.14Hukum rajam atau 
dera seratus kali bagi pezina bukanlah suatu kemutlakan. Sebagaimana 
diungkapkan oleh Muhammad Syahrur dengan teorinya halah al-had al-a’la, 
(batas maksimal ketentuan hukum Allah), bahwa hukum rajam (dera) bisa 
dipahami sebagai hukum tertinggi dan adanya upaya untuk berijtihad dalam kasus 
tersebut dapat dibenarkan.15 Demikian halnya pelaku yang tidak diketahui oleh 
orang lain, Islam memberikan peluang terhadapnya untuk 
bertobat.16 Sebagaimana Nabi menjadikan sarana dialog dalam kasus Ma’iz bin 
Malik, yang mengaku berzina dan minta disucikan kepada Nabi. Nabi berpaling 
dan bertanya berulang-ulang agar pengakuan dicabut dan segera bertaubat. 
Dari berbagai pendapat tentang eksistensi hukum rajam, dapat 
disimpulkan bahwa hukum rajam adalah alternatif hukuman yang terberat dalam 
Islam dan bersifat insidentil. Artinya penerapannya lebih bersifat kasuistik. 
Karena hukuman mati dalam Islam harus melalui pertimbangan matang 
kemaslahatan individu maupun masyarakat.Adapun tindak pidana yang terkait 
dengan tindakan asusila, seperti  pelaku lesbian dan homoseks, kebanyakan ahli 
hukum menyatakan bahwa si pelaku tidak dihukum haddmelainkan dengan ta’zir. 
Dalam hal kejahatan perkosaan, hanya orang yang melakukan pemaksaan saja (si 
pemerkosa) yang dijatuhi hukuman hadd. Namun ada sebagian pendapat yang 
menyatakan, bahwa hukuman si pemaksa dikategorikan sebagai tindakan yang 
sadis dan masuk dalam delik hirabah. Hal ini didasarkan pada lafadz wayas `auna 
fi al-ard fasadan (orang yang membuat kerusakan di muka bumi). Kejahatan 
pemerkosaan, sabotase, bahkan teroriseme termasuk dalam 
                                                             
14Yusuf al-Qaradawi, Syari’at Islam Ditantang Zaman, alih bahasa Abu Zaki, (Surabaya: 
Pustaka Progresif, 1983), h. 119-120. 
15Muhammad Syahrur, Al-Kitab wa al-Qur`an Qira’ah wa al-Muasirah, (Mesir: Dar al-
Insaniyah al-Arabiyah, 1990), h. 455. 
16Umar Syihab, Hukum Islam…, h. 14. 
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kategori jarimah perampokan (perampasan) yang pelakunya harus dikenakan 
hukuman berat. 
C. Pandangan Hukum Islam Tentang Proses Penyelesaian Perceraian Dalam 
Uu. No 7 Tahun 1989 
1. Proses cerai talak oleh suami di pengadilan agama 
a. Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya : 
1) Mengajukan permohonan sebagai berikut : 
Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syari’ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 
7Tahun 1989). Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah tentang tata cara membuat surat 
permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 
1989).Surat permohonan dapat dirub`h sepanjang tidak merubah posita 
dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata 
ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon. 
2) Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syari’ah. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon 
(Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989). Bila Termohon meninggalkan 
tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka 
permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah 
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat 
(2) UU No. 7 Tahun 1989).Bila Termohon berkediaman di luar negeri, 
maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah 
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat 
(3) UU No. 7 Tahun 1989). Bila Pemohon dan Termohon bertempat 
kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat 
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dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta 
Pusat (Pasal 66 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989). 
3) Permohonan tersebut memuat : 
a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan 
Termohon; 
b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); 
c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita). 
4) Permohonan : 
Permohonan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta 
bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau 
sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989). 
5) Pembayaran : 
Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo 
Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara 
secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg). 
6) Kehadiran 
Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan 
berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah (Pasal 121, 
124, dan 125 HIR,145R.Bg) 
2. Proses Penyelesaian Perkara : 
a. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syariah. 
b. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syari’ah untuk menghadiri persidangan. 
3. Tahapan persidangan : 
69 
 
 
 
Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua 
belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No. 7 
Tahun 1989).Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah 
pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 2 
Tahun 2003). Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara 
dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, 
pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum 
pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) 
(Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg). 
Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah atas permohonan cerai 
talak sebagai berikut : 
a. Permohonan dikabulkan, Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan 
banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syarhah tersebut; 
b. Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut; 
c. Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru. 
4. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, maka : 
a. Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah menentukan hari sidang penyaksian 
ikrar talak; 
b. Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah memanggil Pemohon dan Termohon 
untuk melaksanakan ikrar talak; 
c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang 
penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak 
didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan 
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perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama 
(Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989). 
5. Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta 
Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 
(tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 
Tahun 1989) 
2. Proses Gugat Cerai Oleh Istri Di Pengadilan Agama 
a. Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya : 
1. Pertama 
a) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syari’ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU 
No. 7 Tahun 1989); 
b) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar’iah tentang tata cara membuat surat gugatan 
(Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989); 
c) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan 
petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada 
perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat. 
2. Kedua 
a) Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syari’ah; 
b) Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati 
bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syari’ah yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 32 
ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974); 
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c) Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan 
diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU 
No.7 Tahun 1989); 
d) Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka 
gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’aah yang 
daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau 
kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) UU No.7 
Tahun 1989). 
3. Permohonan tersebut memuat : 
a) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan 
Termohon; 
b) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); 
c) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita). 
4. Gugatan: 
Gugatan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama 
dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan 
perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 
1989). 
5. Pembayaran : 
Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo 
Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara 
cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).  
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6. Kehadiran : 
Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan 
berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah (Pasal 121, 124, 
dan 125 HIR, 145 R.Bg). 
b. Proses Penyelesaian Perkara : 
1) Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syari’ah. 
2) Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah 
syar’iah untuk menghadiri persidangan. 
c. Tahapan persidangan : 
1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan 
kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 
82 UU No. 7 Tahun 1989). 
2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah 
pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA 
No. 2 Tahun 2003). 
3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan 
dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, 
pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum 
pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat 
balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg) 
4) Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah atas permohonan 
cerai gugat sebagai berikut : 
a) Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat 
mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syar’iah tersebut; 
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b) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah tersebut; 
c) Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan 
baru. 
5) Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera 
Pengadilan agama/mahkamah syar’iah memberikan Akta Cerai 
sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan 
kepada para pihak.17 
                                                             
17http://osi-center.blogspot.co.id/2012/10/hukum-dan-proses-perceraian-dalam-
agama.html 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab terdahulu, 
maka pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan:  
1. Hukum Islam mengharamkan perbuatan zina tanpa membedakan 
status pelaku zina, baik yang melakukan itu belum ataupun sudah 
terikat dengan perkawinan yang sah. 
2. Adapun Delik perzinaan  ditegaskan dalam al-Qur’an dan sunnah. 
Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) 
didasarkan pada ayat al-Qur’an, yakni didera seratus kali. Sementara 
bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa 
berartimelempari batu.1Rajam adalahmelemparipezina muhsan sampai 
menemui ajalnya.2  
3. Proses penyelesain perkara zina sesuai dengan hukum Islam yakni 
harus menghadirkan empat orang saksi benar-benar menyaksikan 
peristiwa zina yang dilakukan oleh seseorang yakni berada dalam 
tertangkap basah sedang berhubungan kelamin secara fisik dan 
biologis. Perbuatan zina tidak dapat didasarkan dari suatu konklusi 
apalagi berupa kesimpulan yang ditarik berdasarkan dugaan dari suatu 
keadaan dan peristiwa. Adapun Majelis Hakim dalam memutuskan 
perkara putusan Undang-Undang Nomor 50Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Hakim sudah 
                                                             
1Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir al-Qur`an al-Majid an-Nur, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), 
XV, h. 136. 
2Abu Zahrah, Al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam, (Beirut: Dar al-Fikr,  t.t.), II: 
h. 142. 
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melihat bukti-bukti dan berpendapat bahwa bukti-bukti tidak 
menunjukkan adanya perzinaan sehingga hakim menolak gugatan dari 
Penggugat.  
B. Saran  
Setelah kita perhatikan data diatas, menurut penulis ada beberapa hal yang 
bisa menjadi catatan atau saran bagi semua pihak mengenai cerai gugat karena 
perzinaan Adapun saran-saran tersebut adalah:  
1. Dari penulisan skripsi ini, penulis menyarankan kepada setiap orang 
yang sudah berumah tangga, agar menjaga keutuhan rumah tangga, 
menjalin komunikasi yang baik antara suami dan istri agar tercapainya 
rumah tangga sakinah, mawaddah dan warrahmah. 
2. Perlu adanya penyempurnaan KUHP mengenai perzinaan karena 
maraknya perzinaan akibat dari kurang tegasnya KUHP hanya 
mengatur pelaku zina yang sudah terikat dengan akad nikah, yaitu 
kasus perselingkuhan yang terjadi dalam rumah tangga. 
3. Perlu adanya sosialisasi melalui ceramah agama dan pengajian sebagai 
media sosialisasi berkenaan dengan hukum kekeluargaan yang 
ditujukan kepada masyarakat luas.  
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